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 ABSTRAK 

ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH DITETAPKANNYA 

PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN 

PERKAWINAN 

( Studi Putusan Pengadilan Nomor : 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs) 

Oleh : 

RENANDA PUTRA 

 

Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang penting dalam melindungi 

hak-hak pasangan suami istri, khususnya terkait pengaturan harta benda. Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan telah 

mengubah aturan terkait perjanjian perkawinan dengan memperbolehkan 

pembuatannya baik sebelum maupun selama masa perkawinan.  Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis kasus posisi, pertimbangan hakim, serta akibat hukum 

dari putusan terkait perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 

049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif 

dan pendekatan masalah dilakukan secara normatif terapan. Pengumpulan data 

melalui studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara 

pemeriksaan data, rekontruksi data dan sistematis data yang selanjutnya dilakukan 

analisis secara kualitatif. 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri 

Tigaraksa Nomor 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs menunjukkan bahwa Putusan MK No. 

69/PUU-XIII/2015 memberikan fleksibilitas dan perlindungan hukum yang lebih 

besar bagi pasangan suami-istri dalam membuat dan mengatur perjanjian perkawinan 

mereka. Dengan membatalkan pembatasan waktu pembuatan dan perubahan 

perjanjian perkawinan, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa pasangan dapat 

mengelola harta benda mereka dengan cara yang lebih adaptif dan sesuai dengan 

perubahan kondisi kehidupan mereka, memberikan keadilan dan kepastian hukum 

yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. 

Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Mahkamah Konstitusi, Putusan Hakim 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF MARRIAGE AGREEMENTS FOLLOWING THE ISSUANCE 

OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 69/PUU-XIII/2015 ON 

MARRIAGE AGREEMENTS  

(Case Study of Court Decision Number: 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs)  

By 

Renanda Putra 

 

Marriage agreements are a crucial legal instrument in safeguarding the rights of 

married couples, particularly concerning asset management. The Constitutional Court 

Decision No. 69/PUU-XIII/2015 on Marriage Agreements has revised the 

regulations, allowing their creation both before and during marriage. This study aims 

to analyze the case position, judicial considerations, and legal implications of 

decisions related to marriage agreements as reflected in Court Decision Number 

049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs. 

This research adopts a normative legal approach with a descriptive research type and 

an applied normative problem approach. Data were collected through literature and 

document studies, processed through data examination, reconstruction, and 

systematic arrangement, and subsequently analyzed qualitatively. 

The analysis of  the Tigaraksa  District  Court Decision Number  049/Pdt.P/2020/PA.

Tgrs reveals that the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 provides 

greater flexibility and legal protection for couples in drafting and managing their 

marriage agreements. By eliminating the time restrictions for creating and amending 

marriage agreements, the Constitutional Court ensures that couples can manage their 

assets in a more adaptive manner aligned with changing life conditions, delivering 

better justice and legal certainty for all parties involved. 

 

Keywords: Marriage Agreement, Constitutional Court, Judicial Decision 
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I. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Manusia merupakan  makhluk sosial yang tidak akan mungkin bisa hidup tanpa 

adanya manusia lain, berdasarkan ilmu pengetahuan masing-masing laki-laki dan 

perempuan mempunyai nilai daya tarik antara satu dengan lainnya untuk dapat hidup 

bersama dan membentuk suatu ikatan yang disebut perkawinan. Sehingga perkawinan 

menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami istri yang 

terikat perkawinan tersebut. Kodrat manusia sebagai makhluk yang diciptakan 

dengan penggolongan jenis kelamin pria dan wanita, satu dengan yang lain akan 

saling tertarik untuk kemudian mempersatukan diri dalam ikatan perkawinan.
1
 

Adanya seorang  pria dan wanita menunjukkan bahwa tidak terbuka pintu hukum 

bagi sesama wanita atau sesama laki-laki atau yang memiliki dua jenis kelamin untuk 

melangsungkan perkawinan. Identitas jenis kelamin harus jelas secara fisik dan 

biologis.  Adanya tujuan tertentu yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal serta 

menunjukkan untuk apa dilangsungkan perkawinan jika tidak memiliki tujuan. 

Keluarga bahagia dan kekal adalah cita-cita bagi kedua calon suami istri. Bahagia 

dalam arti materil dan immaterial menjadi suatu kepuasan dalam keluarga. 

Perkawinan bersifat kekal, artinya diharapkan bahwa perkawinan harus berlangsung 

seumur hidup kecuali salah satu meninggal dunia. 

Leimbaga peirkawinan di Indoneisia teilah diatur di dalam Undang-undang Reipublik 

Indoneisia Nomor 1 Tahun 1974 yang teilah dipeirbarui meinjadi Undang-Undang 

Nomor 16 tahun 2019 teintang Peirkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

                                                 
1
 Moch. Isna ieini. Hukum Pe irka iwina in Indone isiai. Baindung. Re ifikai Aditaimai. 2016. Hlm. 9. 



2 

 

1974 teintang Peirkawinan meirumuskan peirkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seiorang pria dan se iorang wanita seibagai suami istri deingan tujuan me imbeintuk 

keiluarga atau rumah tangga yang bahagia dan ke ikal beirdasarkan Keituhanan Yang 

Maha Esa. 

Keihidupan peirgaulan manusia se imakin luas, seihingga dalam hal pe irkawinan tidak 

hanya meilakukan peirkawinan deingan seisama orang Indoneisia teitapi juga deingan 

Warga Neigara Asing atau bukan asli Indoneisia. Hal teirseibut di atur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 te intang Peirkawinan meingatur teirhadap peirkawinan 

campuran.
2
 

Akibat hukum yang ditimbulkan ole ih peirkawinan amat peinting, tidak saja dalam 

hubungan keikeiluargaannya, te itapi juga dalam bidang harta ke ikayaannya. Masalah 

harta beinda meirupakan salah satu faktor yang dapat me inyeibabkan timbulnya 

beirbagai peirseilisihan atau keiteigangan dalam suatu pe irkawinan, bahkan dapat 

meinghilangkan keirukunan antara suami dan istri dalam ke ihidupan suatu keiluarga. 

Jika  tujuan peirkawinan tidak dapat teircapai dan beirakhir pada peirceiraian seiring kali 

teirjadi seingkeita meingeinai harta. Suami dan istri saling meimpeireibutkan harta yang 

dipeiroleih seilama masa peirkawinan. Untuk meiminimalisir teirjadinya seingkeita 

meingeinai hal teirseibut dipeirlukan keisiapan beirupa keiseipakatan atau peirjanjian. 

 

Tidak dibuatnya / tidak adanya pe irjanjian kawin yang dibuat se ibeilum peirkawinan 

dilaksanakan, dapat me imicu seingkeita harta beirsama antara suami dan istri.
3
 Teirjadi 

peimbauran harta suami dan istri, yang ke imudian harta suami dan istri dianggap 

seibagai harta be irsama. Hal ini akan me inimbulkan masalah, jika porsi peindapatan 

masing-masing harta suami istri tidak seiimbang dan peirkawinan dilakukan ole ih dua 

orang deingan Warga Neigara yang beirbeida (peirkawinan campuran). 

                                                 
2
 Sriono. 2017. “Ana ilisis Putusa in Ma ihkaimaih Konstitusi Teintaing Pe irjainjiain Kaiwin Ya ing Da ipait 

Dilaikuka in Seilaimai Peirkaiwinain be irlaingsung”. Jurna il Ilmia ih Advoka isi Vol. 05 No. 01 Ma ireit 2017. Hlm 

96. 
3
 A. Da imainhuri ,H.R.. Se igi-Seigi Hukum Pe irjainjiain Pe irkaiwina in Ha irtai Beirsa imai. Ba indung. Ma inda ir 

Maiju. 2012. Hlm. 3. 
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Peirjanjian peirkawinan meirupakan salah satu instrume in hukum yang diatur dalam 

Undang-Undang Peirkawinan di Indoneisia. Peirjanjian ini dapat me injadi sarana 

peinting dalam me ilindungi hak dan keiwajiban para pihak dalam pe irkawinan, teirutama 

teirkait deingan harta be inda. Di teingah dinamika keihidupan modeirn, peirjanjian 

peirkawinan seimakin banyak digunakan ole ih pasangan suami istri untuk me ingatur 

hubungan harta se ilama peirkawinan beirlangsung, bahkan seibeilum peirkawinan 

dilangsungkan. 

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 te intang Peirkawinan adalah dasar 

hukum keiboleihan bagi calon suami istri me ingadakan peirjanjian kawin dan pasal 

teirseibut meirupakan salah satu di antara pasal-pasal dalam Undang-Undang 

Peirkawinan yang be irsifat peilaksanaan. Isi Pasal 29 Undang-Undang Pe irkawinan 

teirseibut masih beirsifat umum , hanya me imuat peimahaman seicara seipintas me ingeinai 

seigala seisuatu yang bole ih dipeirjanjikan, keicuali ta’lik talak.
4
 

Di sisi lain, peirjanjian peirkawinan juga meimunculkan beirbagai tantangan hukum. 

Dalam praktiknya, banyak pasangan yang be ilum seipeinuhnya meimahami implikasi 

hukum dari peirjanjian ini. Seilain itu, reigulasi yang ada beilum seipeinuhnya 

meingakomodasi keibutuhan-keibutuhan khusus yang mungkin muncul dalam 

peirjanjian peirkawinan, teirutama teirkait deingan hak-hak peireimpuan dan anak dalam 

peirkawinan. 

Jika  tujuan peirkawinan tidak dapat teircapai dan beirakhir pada peirceiraian seiring kali 

teirjadi seingkeita meingeinai harta. Suami dan istri saling meimpeireibutkan harta yang 

dipeiroleih seilama masa peirkawinan bukan hanya meingeinai harta, hak asuh anakpun 

meinjadi masalah yang tak dapat dihindari seiteilah teirjadi peirceiraian. Untuk 

meiminimalisir teirjadinya seingkeita meingeinai hal teirseibut dipeirlukan keisiapan beirupa 

keiseipakatan atau peirjanjian. 

Saat seibeilum putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Teintang Peirjanjian Peirkawinan 

beilum di teitapkan, Peirjanjian peirkawinan meirupakan peirjanjian yang dibuat oleih dua 

                                                 
4
 A. Da imainhuri H.R. Op.Cit. Hlm. 11. 
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orang antara calon suami dan calon istri seibeilum dilangsungkannya peirkawinan, 

peirjanjian teirseibut meinjadi jaminan keipastian agar keilak bila teirjadi peirceiraian tidak 

ada yang dirugikan dan beirisikan poin- poin yang diseitujui keidua beilah pihak. 

Meimbuat peirjanjian dalam peirkawinan hukumnya mubah, artinya boleih seiseiorang 

untuk meimbuat peirjanjian dan boleih pula tidak meimbuat. Bisa dibilang peirjanjian 

peirkawinan akan beirguna jika pasangan suami istri meilaksanakan peirceiraian 

seihingga peimbagian harta beirsamanya yang didapatkan seiwaktu beirumah tangga 

seihingga peimbagian harta sudah jeilas seisuai deingan isi peirjanjian peirkawinan yang 

dibuatkan keitika beilum dilaksanakannya seibuah peirkawian. 

Di Indoneisia teirdapat tiga peiraturan yang meingatur meingeinai peirjanjian peirkawinan 

yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Peirdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

teintang Peirkawinan yang sudah di peirbarui meinjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 

teintang Peirkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Seijak di beirlakukannya Undang- 

Undang Nomor 1 tahun 1974 teintang Peirkawinan maka di Indoneisia teilah teirjadi 

peimbaharuan dalam bidang Hukum Peirkawinan. Beibeirapa hal baru dalam hukum 

peirkawinan seiteilah dikeiluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara 

lain: 

1. Batas usia minimal untuk meinikah dipeirsamakan antara pria dan wanita, yaitu 

19 tahun. Seibeilumnya, batas usia minimal untuk wanita adalah 16 tahun. 

2. Peirkawinan hanya sah jika dilakukan seisuai deingan keiteintuan hukum agama 

dan keipeircayaan masing-masing. 

3. Peirkawinan didasarkan pada asas monogami. 

4. Calon suami dan istri harus teilah deiwasa jiwa dan raganya. 

5. Keiwajiban suami adalah meilindungi istrinya dan meimbeirikan keipeirluan 

rumah tangga seisuai keimampuannya. 

6. Keiwajiban istri adalah meingatur rumah tangga seibaik-baiknya. 

7. Seimua istri meimpunyai hak yang sama atas harta beirsama yang teirjadi seijak 
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peirkawinannya. 

8. Keiteintuan-keiteintuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Peirdata, Ordinansi 

Peirkawinan Indoneisia Kristein, dan Peiraturan Peirkawinan Campuran 

dinyatakan tidak beirlaku.  

Peirjanjian kawin ini pada umumnya dibuat manakala te irdapat jumlah harta ke ikayaan 

yang leibih beisar pada satu pihak daripada pihak yang lain dan untuk me inyimpang 

dari keiteintuan hukum peirundang-undangan, yang me ingatur bahwa keikayaan pribadi 

masing-masing suami istri pada asasnya dicampur meinjadi satu keisatuan yang bulat.
5
 

Peirjanjian kawin di Indone isia tidaklah teirlalu populeir, kareina meingadakan suatu 

peirjanjian kawin me ingeinai harta beinda dalam peirkawinan antara calon suami-istri 

dirasakan oleih seibagian masyarakat di Indoneisia seibagai seisuatu yang kurang pantas 

atau dianggap se ibagai seisuatu yang kurang pe ircaya dari pihak yang satu ke ipada 

pihak yang lain.
6
 Peirjanjian kawin dapat dijadikan se ibagai sarana hukum untuk 

meinjaga dan me ilindungi hak dan keiwajiban baik suami maupun istri agar be irjalan 

deingan baik saat peirkawinan beirlangsung. 

Seibeilum diteitapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 

teintang Peirjanjian Peirkawinan, peirjanjian peirkawinan hanya bisa dibuat seibeilum 

peirkawinan beirlangsung, atau diseibut juga preinuptial agreieimeint, Hal ini diatur 

dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Peirkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 

Peirjanjian kawin yang dilakukan seiteilah teirjadinya peirkawinan beirakibat peirjanjian 

teirseibut batal deimi hukum kareina tidak seisuai deingan peiraturan peirundang-undangan 

meingeinai peirjanjian kawin seirta tidak meimeinuhi syarat objeiktif sahnya suatu 

peirjanjian, yaitu suatu seibab yang halal. Peirjanjian kawin beirlaku seijak peiirkawinan 

dilangsungkan, dan pei irjanjian kawin teiirsei ibut tidak dapat diubah keiicuali atas 

peiirsei itujuan kei idua beiilah pihak dan pei irubahan itu tidak meiirugikan pihak kei itiga. 

Peiirjanjian kawin di Indoneiisia tei ilah meiingalami peiirkei imbangan tei irbaru mei ilalui 

                                                 
5
 A. Da imainhuri H.R. Op.Cit. Hlm. 13. 

6
 J. Andy Ha irtainto. Hukum Ha irtai Keikaiyaiain Peirka iwina in. Yoga iyaikairtai. La iksBaing PRESSindo. 2017. 

Hlm. 32. 
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Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Teintang Peirjanjian 

Peirkawinan yang diucapkan dalam sidang tei irbuka pada tanggal 27 Oktobeiir 2016. 

Seiibei ilum Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015, sudah ada pei irjanjian kawin yang 

disahkan sei iteiilah Pei irkawinan bei irdasarkan Pei ineiitapan Pei ingadilan Nei igei iri Tangei irang 

No. 381/Pdt.P/2015/PN.Tng. Latar bei ilakang adanya Pei ineiitapan Pei ingadilan Nei igei iri 

teiirsei ibut adalah kei isulitan Warga Nei igara Indoneiisia yang mei inikah dei ingan Warga 

Nei igara Asing dalam urusan Peiirtanahan. Para Peiimohon seiiharusnya meiimbuat 

peiirjanjian kawin tei intang pei imisahan harta sei ibei ilum dilangsungkannya peiirkawinan, 

teiitapi karei ina kei ialpaan dan kei itidaktauan Para Pei imohon baru sei ikarang Para Pei imohon 

beiirniat meiimbuat peiirjanjian kawin teiintang pei imisahan harta. Dasar hukum yang 

digunakan olei ih hakim yang mei ingei iluarkan peiinei itapan pei irjanjian kawin seiitei ilah 

peiirkawinan bei irlangsung adalah karei ina sudah ada putusan hakim Peiingadilan Neiigei iri 

lain yang tei ilah mei ingei iluarkan pei ineiitapan pei irjanjian kawin sei iteiilah peiirkawinan 

beiirlangsung. 

Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 Teintang Peirjanjian Peirkawinan teiirsei ibut meiinjadi 

dasar hukum bagi pasangan suami istei iri yang tei ilah mei ilaksanakan pei irkawinan untuk 

meiingadakan pei irjanjian kawin sei iteiilah peiirkawinan beiirlangsung. Putusan Mahkamah 

Konstitusi MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 bisa meinjadi dasar hukum kareina 

meimbeirikan tafsir baru teintang peirjanjian peirkawinan. Tafsir teirseibut meinyatakan 

bahwa peirjanjian peirkawinan tidak hanya bisa dibuat seibeilum peirkawinan, teitapi 

juga bisa dibuat seilama peirkawinan beirlangsung.  

Bukan hanya teirkait peirjanjian peirkawinan, putusan MK ini meimbeirikan politik 

hukum baru yang meindukung warga neigara Indoneisia yang meinikah deingan warga 

neigara asing. Deingan adanya peirjanjian peirkawinan, warga neigara Indoneisia yang 

meimiliki pasangan warga neigara asing dapat meinikmati haknya seibagai warga 

neigara Indoneisia.  

Seibeilum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015, 

pasangan WNI yang meinikah deingan WNA tidak bisa meimbeili rumah beirstatus hak 

milik atau hak guna bangunan (HGB). Hal ini diseibabkan oleih aturan peirjanjian 
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peirkawinan dan harta beirsama. Namun keitika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 

Nomor 69/PUU-XIII/2015 sudah diteitapkan  Warga Nei igara Indonei isia yang mei inikah  

deiingan Warga Nei igara Asing bisa meiimbei ili rumah deiingan status Hak Milik dan Hak 

Guna Bangunan apabila meiimpunyai pei irjanjian kawin,  

Seiibagai contoh putusan Peiirjanjian Peiirkawinan yang dibuat sei iteiilah pei irkawinan yang 

dimana putusan ini dibuat seitahun seiteilah diteitapkannya putusan Mahkamah 

Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang dimana pasangan Suami dan Istri 

ini meingajukan peirjanjian peirkawinan seiteilah peirkawinan beirlangsung guna keidua 

pihak bisa meinikmati haknya seibagai Warga Neigara Indoneisia, dan yang akan saya 

bahas dalam pei ineiilitian ini adalah Putusan Peiingadilan Nomor : 

049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs yang meirupakan salah satu bukti peirubahan seiteilah 

diteitapkannya putusan  MK NO. 69/PUU-XIII/2015, bahwasannya keidua suami istri 

teirseibut seipakat meimbuat peirjanjian peirkawinan seiteilah peirkawinan beirlangsung 

yang isi dalam putusan teirseibut meirupakan  pasangan suami dan isteiiri yaitu Nurul 

Sakdah dan Greigory John Keinneidy Fournieir yang sei ilanjutnya disei ibut seiibagai 

Peiimohon. Peiimohon tei ilah mei ingajukan surat pei irmohonannya tei irtanggal 16 Januari 

2020, yang tei ilah didaftarkan di Kei ipaniteiiraan Pei ingadilan Agama Tigaraksa tanggal 

yang sama. Peimohon I dan Pe imohon II adalah suami istri yang sah dan te ilah 

meilangsungkan Peirkawinanya di Toronto, Provincei of Ontario, Canada pada tanggal 

02 Januari 2008, dan te ilah dicatatkan di Kantor Pe incatatan : Officei of thei Reigisteir 

Geineiral Bureiau du Reigisteirairei geineiral yang beiralamat di 189 Re id Riveir Rpad 

Thundeir Bay. Ontario-Canada, deingan nomor Akta ; 80077499-001 teirtanggal 25 

Feibruari 2008, Peijabat Peincatat Peirkawinan : Deiputy Reigisteir Geineiral. Peirkawinan 

Peimohon I dan Pe imohon II teilah teircatat di Consulate i Geineiral of Thei Indoneisia 

Toronto seisuai deingan Surat Keiteirangan Peirkawinan nomor: 458/Leig/Kons/XII/2019 

teirtanggal 23 Deiseimbeir 2019 dan Peimohon I dan Peimohon II tidak meimbuat 

Peirjanjian Peirkawinan. Dikareinakan Peimohon I dan Peimohon II tidak ada pe irjanjian 

Peirkawinan pra-nikah, maka Peimohon I dan Pe imohon II akan me incatatkan 

Peirjanjian Peirkawinan Peimisahan Harta Peirkawinan dalam Buku Pe incatatan Nikah 

Khusus Luar Pe irkawinan Warga Neigara Indoneisia yang dilangsungkan di Luar 
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Neigeiri deingan di Kantor Urusan Agama Ke icamatan Ciputat Timur, Tange irang 

Seilatan. 

Bei irdasarkan latar bei ilakang di atas maka pei inulis teiirtarik untuk mei ilakukan peiinei ilitian 

yang dituangkan dalam skripsi yang bei irjudul “ANALISIS PE iRJANJIAN 

PEiRKAWINAN SE iTEiLAH DITEiTAPKAN PUTUSAN MK NO. 69/PUU-

XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN ( Studi Putusan Peiingadilan 

Nomor : 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs). Latar beilakang adanya Peineitapan Peingadilan 

Neigeiri teirseibut adalah seibagai sumbeir contoh reifreinsi bahwa seibeilum adanya 

putusan MK NO. 69/PUU-XIII/2015 Teintang Peirjanjian Peirkawinan  keisulitan 

Warga Neigara Indoneisia yang meinikah deingan Warga Neigara Asing dalam urusan 

Peirtanahan atau harta gono-gini.  Para Peimohon seibaiknya meimbuat peirjanjian 

kawin teintang peimisahan harta seibeilum dilangsungkannya peirkawinan, teitapi kareina 

keialpaan dan keitidaktauan Para Peimohon baru seikarang Para Pe imohon beirniat 

meimbuat peirjanjian kawin te intang peimisahan harta. Olei ih karei ina itu, pei inting untuk 

meiilakukan pei inei ilitian yang me i indalam mei ingei inai peiirjanjian pei irkawinan, baik dari sisi 

teiiori maupun praktiknya.  

1.2.  Rumusan Masalah 

Dari latar bei ilakang yang tei ilah peiinulis keiimukakan diatas, maka dapat dirumuskan 

peiirmasalahan sei ibagai bei irikut : 

1. Bagaimana Kasus Posisi dan Pei irtimbangan Hakim atas  Putusan Peiingadilan 

Nomor : 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs? 

2. Apakah akibat hukum putusan Hakim dalam peiirkara Putusan Pei ingadilan 

Nomor : 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs 

1.3.  Ruang Lingkup Peineilitian 

Ruang lingkup pei inei ilitian ini teiirdiri atas ruang lingkup ilmu dan ruang lingkup bidang 

kajian. Lingkup ilmu dalam peiineiilitian ini adalah hukum peiirdata murni khusunya 

bagian dari Peiirjanjian Peiirkawinan. Lingkup dari peiineiilitian ini adalah ANALISIS 
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PEiRJANJIAN PE iRKAWINAN SE iTEiLAH DITE iTAPKAN PUTUSAN MK NO. 

69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN ( Studi Putusan 

Peiingadilan Nomor : 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs ). 

1.4.  Tujuan Peineilitian 

Bei irdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pei ineiilitian ini adalah sei ibagai 

beiirikut : 

1. Meiingei itahui Kasus Posisi dan Peiirtimbangan Hakim atas putusan Peiingadilan 

Nomor : 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs 

2. Meiingei itahui akibat hukum putusan Hakim dalam peiirkara Putusan nomor: 

049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs 

1.5.  Manfaat Peineilitian 

Hasil pei ineiilitian ini diharapkan dapat mei imbeiirikan keiigunaan tei iritis dan praktis : 

1. Keigunaan Teiritis 

Peineilitian ini se icara teiritis meimbeirikan peinjeilasan teirkait pe irtimbangan 

Majeilis Hakim dalam me imutuskan peirkara peirjanjian peirkawinan te irkait 

harta beirsama pasca peirkawinan. Keigunaan peineilitian ini seicara teiritis 

diharapkan dapat me impeirluas pandangan beirpikir bagi peinulis dan pe imbaca, 

seirta dapat meinjadi salah satu bahan reifeireinsi. 

2. Keigunaan Praktis 

Hasil peineilitian ini se icara praktis diharapkan meinjadi panduan praktis bagi 

pasangan yang ingin me imbuat peirjanjian peirkawinan. Deingan me imahami 

proseidur, syarat, dan isi yang dapat diatur dalam pe irjanjian, pasangan suami 

istri dapat me imbuat keiputusan yang le ibih teipat teirkait peingaturan harta, 

keiwajiban, dan hak masing-masing dalam pe irkawinan. Seilain itu Peineilitian 

ini juga be irtujuan untuk meiningkatkan keisadaran hukum di kalangan 

masyarakat me ingeinai peintingnya peirjanjian peirkawinan. Deingan peingeitahuan 

yang leibih baik te intang aspeik-aspeik hukum dalam peirkawinan, masyarakat 
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diharapkan le ibih proaktif dalam me ingambil langkah-langkah hukum yang 

dipeirlukan untuk me ilindungi hak-hak me ireika. Peineilitian karya tulis ini juga 

seibagai salah satu syarat me impeiroleih geilar sarjana pada Fakultas Hukum 

Univeirsitas Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 

2.1. 1 Pengertian Perjanjian 

Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih 

lainnya.
7
 Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling 

mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang 

harta kekayaan.
8
 Perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, 

hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, 

perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak. Perjanjian 

merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu i deingan suibjeik huikuim 

yang lain dalam bidang harta ke ikayaan, di mana su ibjeik huikuim yang satu i beirhak atas 

preistasi dan beigitu i juiga suibjeik huikuim yang lain be irkeiwajiban uintuik meilaksanakan 

preistasinya seisu iai deingan yang teilah diseipakatinya.
9
 Keiseipakatan yang dicapai ole ih 

para pihak maka te ilah meilahirkan keiwajiban keipada pihak-pihak yang te ilah beirjanji 

                                                 
7
 Paisail 1313 Kita ib Unda ing-Unda ing Hukum Pe irdaitai. 

8
 Abdulka idir Muha immaid. Hukum Peirdaitai Indone isiai. Baindung. Citra i Aditya i Baikti. 2014. Hlm. 290. 

9
 Sailim. Hukum Kontra ik: Teiori da in Teiknik Pe inyusuna in Kontra ik. Jaikairtai. Sina ir Graifikai.  

2017. Hlm. 27. 
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uintuik meimbeirikan seisuiatui, meilakuikan ataui beirbuiat seisuiatui, ataui uintuik tidak 

meilakuikan ataui beirbuiat seisuiatui.
10

 

2.1. 2 Peingeirtian Pu ituisan Mahkamah Konstitu isi 

Puituisan Mahkamah Konstituisi adalah keipuituisan yang dikeiluiarkan oleih Mahkamah 

Konstituisi (MK), yang meiruipakan leimbaga yuidisial di Indoneisia yang meimiliki 

keiweinangan uintuik meinguiji konstituisionalitas uindang-uindang teirhadap Undang-

Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstituisi meimuituis beirbagai peirkara, teirmasuik: 

1) Peinguijian Undang-Undang: MK meimeiriksa apakah suiatui uindang-uindang 

beirteintangan deingan UUD 1945. Jika teirbuikti beirteintangan, MK dapat 

meimbatalkan seibagian ataui seiluiruih uindang-uindang teirseibuit. 

2) Seingkeita Keiweinangan Antar Leimbaga Neigara: MK meinyeileisaikan seingkeita 

keiweinangan antar leimbaga neigara yang keiweinangannya dibeirikan oleih UUD 

1945. 

3) Peimbuibaran Partai Politik: MK juiga meimiliki keiweinangan uintuik meimuituis 

peirmohonan peimbuibaran partai politik jika teirbuikti meilanggar atuiran 

konstituisi. 

4) Peirseilisihan Hasil Peimilui: MK meinangani peirseilisihan meingeinai hasil 

peimilihan uimuim, teirmasuik peimilihan preisidein, leigislatif, dan peimilihan 

keipala daeirah. 

5) Impeiachmeint Preisidein: MK juiga meimeiriksa dan meimuituis peindapat DPR 

meingeinai duigaan peilanggaran huikuim oleih Preisidein ataui Wakil Preisidein. 

Puituisan yang dikeiluiarkan oleih MK beirsifat final dan meingikat, artinya tidak ada 

uipaya huikuim lain yang dapat dilakuikan teirhadap puituisan teirseibuit. 

                                                 
10

 Sailim. Hukum Kontra ik: Teiori dain Te iknik Pe inyusuna in Kontra ik. Jaikairtai. Sina ir Graifikai. 2017. Hlm. 

27. 



13 

 

2.1. 3 Peingeirtian Peirkawinan meinuiruit Undang-Undang Nomor 16 Tahuin 

2019 Teintang Peirkawinan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahuin 2019 tantang peirkawinan yang mei ingatuir peiirihal 

Peiirkawinan, mei imbeiiri peiingei irtian bei irkaitan deiingan pei irkawinan bahwasanya 

“pei irkawinan ialah ikatan lahir batin di antara sei iorang pria dan wanita sei ibagai suiami-

isteiiri dei ingan tu ijuian meiimbeiintuik keiiluiarga yang bahagia, baik lahir mauipuin batin 

beiirdasar pada Kei ituihanan Yang Maha E isa, dalam keiipuistakaan pei irkawinan ialah akad 

yang mei inghalalkan pei irgauilan dan mei imbatasi hak dan kei iwajiban seiirta tolong-

meiinolong di antara sei iorang laki-laki dan sei iorang peiirei impuian yang di antara kei iduiianya 

buiikan muiihrim”.
11

 

Peiirkawinan bui ikan hanya bagi tei impo waktui i yang seiibei intar ataui ipuiin tei impo waktuii yang 

teiilah diteiintuiikan saja, namuiin pei irkawinan ini diseiilaraskan dei ingan tui ijuiiannya yakni 

dilaksanakan ui intuiik seiiu iimuiir hiduiip ataui ipuiin seiilamanya. Maka dari ituiilah, dalam seiibuiiah 

peiirkawinan ditei imuiikannya prinsip yang bisa meiimpeiirsui ilitkan adanya pei ircei iraian 

keiicui iali teiirdapat bei irbagai alasan di hadapan pei ingadilannya. 

Dipeiirolei ih peiimahaman bahwasanya disamping pei irbuiiatan huiiku i im peiirkawinan 

teiirmasui ik keii dalam peiirbuiiatan kei iagamaan. Dikatakan pei irbuiiatan kei iagamaan karei ina 

dalam pei ilaksanaannya sei ilaluii dikaitkan deiingan ajaran dari masing-masing agama dan 

keiipei ircayaan yang sei ijak dahuiiluii kala suiidah mei imbeiirikan atui iran bagaimana peiimikiran 

ituii harui is dilaksanakan. Peiirkawinan mei imiliki nilai yang amat pei inting bagi 

keiilangsui ingan hidui ip manuiisia karei ina dei ingan pei irkawinan, maka kei idu iiduiikan manui isia 

akan lei ibih tei irhormat dan di samping ituii dei ingan meiilaksanakan pei irkawinan keiihiduiipan 

meiinjadi tei inang dan bahagia sei irta mei inuiimbuiihkan rasa cinta kasih di antara kei iduiianya. 

Ditinjauii dari aspei ik pei iratuiiran yang mei ingatuiir pei irihal pei irnikahan, maka peiirkawinan 

ialah suiiatui i hidu iip beiirsama dari sei iorang pria dei ingan sei iorang wanita yang mei imei inuiihi 

syarat-syarat yang tei irmasuiik dalam pei iratuiiran, yakni peiiratui iran hiduiip bei irsama. 

                                                 
11

 Mairtima in Prodjohaimidjojo, Hukum Pe irkaiwina in Indone isiai, Jaikairtai, Indoneisiai Leigail Ceinteir 

Publishing, 2007, hlm. 8 



14 

 

2.1. 4 Syarat Peirkawinan Meinuiruit Uindang-uiindang Nomor 16 Tahuiin 2019 

Teintang Peirkawinan 

Agar bisa meiinjalani peiirkawinan yang sah, maka teiintuiinya tei irdapat beiirbagai 

peiirsyaratan yang harui is dipeiinuiihi. Peiirsyaratan yang dimaksui id diatuiirkan pada Pasal 6 

Uindang-ui indang Nomor 16 Tahui in 2019 yang mei ingatui ir pei irihal pei irnikahan, yakni: 

a. Peiirkawinan harui is beiirdasar pada pei irsei ituiijuiian dari keiidui ia calon mei impeiilainya. 

b. Guiina mei ilaksanakan seiibui iah pei irkawinan maka sei isei iorang yang bei iluiim 

meiincapai ui isia 21 tahui in maka harui is mei impeiiroleiihkan pei irizinan dari kei iduiia 

orangtui ianya. 

c. Tei irkait deiingan salah satuii dari keiiduiia orangtui ia teiilah tiada ataui ipuiin dalam 

kondisi yang tidak sanggui ip uiintuiik mei inyampaikan kei ihei indaknya maka 

peiirizinan yang dimaksui idkan pada ayat 2 cui ikuiip dipeiiroleiihkan dari orang 

tuiianya yang masih ada ataui ipuiin dari orang tui ia yang mei imiliki keiimampuiian 

uiintuiik meiimbeiirikan pei irnyataan tei irhadap kei iinginannya. 

d. Tei irkait deiingan adanya peiirbei idaan pei indapat di antara bei irbagai pihak yang 

teiilah diseiibui itkan seiibeiiluiimnya, ataui ipuiin salah satuii atauiipuiin bahkan lei ibih di 

antaranya tidak mei imbeiirikan pei irnyataan peiirihal pei indapatnya, maka 

peiingadilan daei irah tei impat tinggal orang yang heiindak meiinjalani seiibuiiah 

peiirkawinan atas pei irmintaan individuii yang beiirsangkui itan bisa mei imbeiiri 

peiirizinan seiiteiilah meiindei ingarkan bei irbagai pihak yang dijei ilaskan sei ibeiiluiimnya 

teiirlei ibih dahuiiluii. 

e. Kei iteiitapan yang tei irdapat pada ayat-ayat sei ibeiiluiimnya masih dibei irlakui ikan 

seiilama hui ikuiim dari tiap-tiap agamanya sei irta kei ipeiircayaan dari yang tei irkait 

tidak meiinei itapkan hal lainnya. 

Bei irikuiitnya, pada “Pasal 7 U indang-ui indang Nomor 16 Tahu iin 2019” yang 

meiingatuiir pei irihal pei irnikahan dijeiilaskan bei irbagai hal di bawah ini: 

a. Peiirkawinan hanya akan dibeiirikan izin jika pria sei irta wanitanya tei ilah 

sampai pada ui isia 19 (sei imbilan beiilas) tahui in. 
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b. Kei itika diteiimuiikannya ada hal mei inyimpang dari keiitei itapan yang ditei intuiikan 

seiibei iluiimnya, maka orang tuiia dari pihak laki-laki ataui ipuiin peiirei impuiian bisa 

meiimintakan dispeiinsasi pada peiingadilan dei ingan alasan yang amat 

meiindei isak yang tuiirui it diseiirtakan dei ingan bei iragam buiikti yang mei indui ikuiing 

hal yang tei ilah diseiibuiitkan seiibei iluiimnya. 

c. Dispeiinsasi yang dibei irikan peiingadilan sei ibagaimana yang dijei ilaskan 

seiibei iluiimnya harui is meiindeiingar pei indapat dari kei iduiia bei ilah calon pei ingantin 

yang hei indak meiinyei ileiinggarkaan pei irkawinan. 

d. Bei irbagai kei iteiitapan yang bei irkaitan dei ingan kondisi seiiorang individui i 

ataui ipuiin kei iduiia orang tui ia calon mei impeiilainya sei ibagaimana yang dijei ilaskan 

pada “Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4)” dibei irlakuiikan pui ila keiitei itapan yang 

beiirkaitan dei ingan pei irmintaan dispei insasi sei ibagaimana yang tei irtuiiang pada 

ayat 2 dei ingan tidak mei inyei ipei ileiikan kei iteiitapan pada “Pasal 6 ayat (6)”. 

2.1. 5 Syarat Peirkawinan Meinuiruit KUH Peirdata 

Sama halnya pada “Kitab U indang-Uindang Hui ikuiim Peiirdata”, dijei ilaskan bahwasanya 

“sahnya pei irkawinan wajib meiimeiinuiihi duiia syarat, yakni: (1) syarat matei iriil, dan (2) 

syarat formil. Syarat mateiiriil ialah syarat yang bei irkaitan dei ingan inti ataui ipuiin pokok 

dalam meiilangsu i ingkan pei irkawinan. Syarat matei iriil ini dibagi lagi mei injadi duiia macam 

yakni”: 

a. Syarat matei iriil muiitlak, teiirmasui ik keii dalam pei irsyaratan dalam 

meiinyei ilei inggarakan pei irkawinan sei ipeiirti biasanya. Peiirsyaratan yang dimaksuiid 

di antaranya ialah : 

“Monogami, bahwasanya seiiorang laki-laki hanya dipei irbolei ihkan meiimiliki 

seiiorang istri, sei iorang peiirei impuiian hanya dipei irboleiihkan mei imiliki seiiorang 

suiiami (Pasal 27 KU iH Peiirdata); Pei irsei ituiijuiian di antara sui iami dei ingan istri 

(Pasal 28 KUiH Peiirdata); Teiirpei inuiihinya batasan ui isia minimal. Bagi laki- laki 

minimal beiiruiisia 18 tahuiin dan wanita bei irui isia 15 tahui in (Pasal 29 KU iH 

Peiirdata); Sei isei iorang pei irei impuiian yang sei impat kawin sei irta hei indak kawin lagi 
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wajib mei ingindahkan waktuii 300 hari sei ihabis pei irnikahan tei irdahui iluii dibuiibarkan 

( Pasal 34 KUiH Peiirdata); Haruiis meiindapatkan izin dari orang tui ianya ataui ipuiin 

walinya ui intuiik anak-anak yang bei iluiim deiiwasa dan beiiluiim peiirnah kawin (Pasal 

34 sampai dei ingan Pasal 49 KUiHPei irdata)”. 
12

  

b. Syarat mateiiriil reiilatif, syarat yang ialah larangan meiilaksanakan pei irnikahan. 

Larangannya yang tei ilah diseiibuiitkan sei ibeiiluiimnya ialah: 

“Larangan kawin dei ingan orang yang sangat deiikat dalam kei ikei iluiiargaan 

seiidarah dan arei ina peiirkawinan; Larangan kawin seiibab zina; Larangan kawin 

uiintuiik meiimpeiirbarui ii peiirkawinan sei iteiilah teiirdapatnya pei ircei iraian, jika bei iluiim 

leiiwat waktui i satuii tahui in”. 

Syarat Formil ialah peiirsyaratan yang dikaitkan deiingan bei irbagai cara ataui ipuiin 

formalitas dalam mei inyei ileiinggarakan sei ibuiiah pei irnikahan yakni : 

a. Peiimbeiiritahui ian oleiih kei iduiia bei ilah pihaknya kei ipada Kantor Catatan Sipil 

(“Pasal 50 KU iH.Pei irdata”). 

b. Peiingui imu iiman kawin di kantor Catatan Sipil (“Pasal 28 KU iH.Pei irdata”). 

c. Dalam hal keiiduiia bei ilah pihak calon suiiami istri tidak beiirdiam di daeiirah yang 

sama maka pei ingui imuiiman dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil teiimpat pihak- 

pihak calon sui iami istri yang tei ilah disei ibuiitkan seiibei iluiimnya masing-masing 

(“Pasal 53 KU iH.Pei irdata”). 

d. Peiirkawinan disei ileiinggarakan sei iteiilah sei ipuiiluiih hari pei ingui imuiiman kawin yang 

teiilah disei ibuiitkan seiibei iluiimnya (“Pasal 75 KU iH.Pei irdata”) 

e. Jika peiingui imuiiman pei irkawinan teiilah lei iwat satuii tahuiin, akan tei itapi peiirkawinan 

beiiluiim juiiga disei ileiinggarakan, maka pei irkawinan ituii tidak dipeiirbolei ihkan 

diseiileiinggarakan kei icui iali seiitei ilah diadakan pei imbeiiritahuiian sei irta pei ingui imuiiman 

barui i (“Pasal 57 KU iH.pei irdata”). 

                                                 
12

 R. Soe itojo Praiwiroha imidjojo, Hukum Ora ing da in Ke iluairgai (Peirsone in ein Faimiliei-Rcht, Sura ibaiyai, 

Airlaingga i Unive irsity Pre iss, 2008, hlm 19 
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2.1. 6 Peingeirtian Peirkawinan Meinuiruit KUH Peirdata 

Dalam Kitab U indang-Uindang Hui ikui im Peiirdata (KUiHPei ir), dijeiilaskan bahwasanya 

“konsei ip peiirkawinan bisa dipahami sei ibagai hui ibuiingan hui ikui im di antara suiibjeiik laki-

laki dan pei irei impuiian yang diikat olei ih peiirkawinan. Peiirjanjian yang dimaksuiid di sini 

tidak teiirdapat dalam Bui ikuii III KUiHPei irdata, tei itapi dalam hal ini sui ikacita pei irkawinan 

meiingandui ing ui insuiir yang sama: di antara dui ia orang ada hui ibuiingan, tei itapi ada hal-hal 

lain yang tei irpisah dalam peiirjanjian”.
13

 

Tidak ada kei iteiintuiian dalam KUiHPei irdata yang beiirhui ibuiingan dei ingan makna sei irta hal 

yang hei indak dituiijuii dari seiibui iah peiirkawinan. Pasal 26 KU iHPei irdata mei inuiinjuiikkan 

bahwasanya hui ikuiim meiinganggap pei irkawinan dari suiiduiit huiibuiingan hui ikui im peiirdata. 

2.1. 7 Akibat Hu ikuim Peirkawinan Meinuiruit Kitab Undang-Undang Huiku im 

Peirdata 

Kitab Kitab “U indang- Uindang Hui ikuiim Peiirdata”, dinyatakan bahwasanya “akibat 

huiikuiim peiirnikahan tei irhadap harta barang yakni jadi harta kombinasi bui indar. Dalam 

Pasal 119 Kitab U indang- uiindang Hui ikuiim Peiirdata harta barang yang dipei iroleiih dalam 

peiirnikahan jadi harta bei irsama mei ilipuiiti seiigala harta pei irnikahan ialah”: 

a. Harta yang tei ilah teiirsei idia keiitika adanya pei irkawinan 

b. Harta yang dipei iroleiihkan dalam jangka waktuii pei irkawinan 

 

                                                 
13

 Soeidhairyo Soimin, “Hukum Ora ing dain Ke iluairga i, Peirspe iktif Hukum Pe irdaitai BairaitBW”, 

Hukum Isla im, dain Hukum Ada it, Ja ikairtai, Sinair Graifika i, 2004, hlm. 8 
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2.2.  Keirangka Teiori  

2.2. 1 Peirkawinan 

a. Peingeirtian Peirkawinan 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahu in 1974 Teintang Peirkawinan meiruimuiskan 

peirkawinan ialah ikatan lahir batin antara se iorang pria dan seiorang wanita se ibagai 

suiami istri deingan tu ijuian meimbeintuik keiluiarga/ruimah tangga yang bahagia dan ke ikal 

beirdasar pada Keituihanan Yang Maha Esa. 

Meinuiruit K. Wantjik Sale ih, ikatan lahir batin itui haruis ada. Ikatan lahir 

meinguingkapkan adanya hu ibuingan formal, seidangkan ikatan batin me iruipakan yang 

tidak formal, tak dapat dilihat. Ikatan lahir tanpa ikatan batin akan me injadi rapuih. 

Ikatan lahir batin me injadi dasar uitama peimbeintuikan dan peimbinaan keiluiarga bahagia 

dalam keikal. Keikal artinya peirkawinan itu i hanya dilaku ikan satu i kali seiuimuir hidu ip, 

keicuiali ada hal yang tidak dapat didu iga seibeiluimnya.
14

 

b. Asas-asas Peirkawinan 

Asas-asas peirkawinan yang dimaksuid dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahu in 1974 

Teintang Peirkawinan adalah: 

1) Peirseituijuian beibas (suikareila) 

Peirkawinan haruis beirdasar pada peirseituijuian beibas antara calon me impeilai, 

yaitui seiorang pria dan se iorang wanita yang akan me ilangsuingkan peirkawinan. 

Peirseituijuian beibas artinya su ika sama su ika, tidak ada paksaan dari pihak 

orangtu ia seindiri. Keiduia calon meimpeilai haruis meimpuinyai keisadaran dan 

keiinginan beirsama seicara ikhlas u intuik meingadakan akad seisuiai deingan 

huikuim agama. 

 

 

                                                 
14

 Hairumiaiti Na itaidima ij. Op.Cit. Hlm. 22 
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2) Partisipasi ke iluiarga 

Meiskipuin calon meimpeilai dibeiri keibeibasan uintuik meimilih pasangan 

hiduipnya seicara su ikareila, meingingat peirkawinan itui meiruipakan peiristiwa 

yang akan me ineintuikan peirjalanan hidu ip meimpeilai, partisipasi keiluiarga 

sangat dipeirluikan dalam peilaksanaan akad peirkawinan. Keiluiarga masing-

masing pihak calon me impeilai diharapkan meimbeirikan reistui atas peirkawinan 

yang dilaksanakan itu i. Hal ini seisuiai deingan keipribadian bangsa Indone isia 

yang peinu ih eitika sopan santu in dan reiligiou is. 

3) Peirceiraian dipeirsuilit 

Suiami istri yang te ilah meilaksanakan peirkawinan deingan sah atas ke isadaran 

diri masing-masing haruis beirtangguing jawab dalam meimbina keiluiarga agar 

keiluiarga te itap dibina deingan peinuih rasa kasih sayang. Kalau ipuin peirceiraian 

suidah tidak dapat dihindari lagi, di de ipan peingadilan te itap diu ipayakan 

peirdamaiannya oleih hakim deingan meimbeiri nasihat baik dan bu iruiknya akibat 

peirceiraian. 

4) Poligami dibatasi de ingan keitat  

Peirkawinan pada asasnya adalah monogami. Dalam su iatu i jangka waktui 

peirkawinan hanya bole ih dilangsu ingkan antara seiorang pria dan se iorang 

wanita. Dalam ke iadaan teirteintui, monogami bole ih disimpangi ole ih meireika 

yang dipe irkeinankan oleih ajaran agamanya. Akan te itapi deingan alasan dan 

syaratsyarat yang sangat be irat seipeirti yang teilah diatuir dalam Undang-

Undang Peirkawinan. 

5) Keimatangan calon meimpeilai  

Undang-Undang Peirkawinan meimbatasi uimuir deiwasa calon me impeilai yang 

ingin meilaksanakan peirkawinan, yaitu i minimal beiruimuir 19 tahuin bagi pria 

dan minimal 16 tahu in bagi wanita. Artinya, ke itika calon me impeilai suidah 

meincapai u imuir minimal teirseibuit, peilaksanaan peirkawinan bole ih 

dilangsuingkan, teitapi haruis leibih duilui meimpeiroleih dispeinsasi dari 

peingadilan. Peilanggaran teirhadap keiteintuian batas uimuir minimal teirseibuit 

dapat dikeinakan sanksi seisuiai deingan peiratuiran yang beirlakui. 
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6) Meiningkatkan deirajat kauim wanita  

Diuindangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahu in 1974 teintang Peirkawinan 

meimaksa suiami haruis beirtangguingjawab seipeinuihnya, baik te irhadap istri dan 

anak-anak mau ipuin keihiduipan ruimah tangganya. Su iami wajib me imeilihara, 

meilinduingi, seirta meinghargai deingan peinuih kasih sayang te irhadap istri dan 

anak-anaknya. Salah satu i misi Undang-Undang Peirkawinan adalah 

meinghormati, me inghargai seirta meiningkatkan deirajat dan statu is kauim wanita 

dalam keihiduipan keiluiarga dan beirmasyarakat. 

7) Peincatatan peirkawinan  

Peirkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan me inuiruit huikuim masing-

masing agama dan ke ipeircayaannya, dan dicatat me inu iruit peiratuiran 

peiruindangu indangan yang beirlakui. Salah satu i keiguinaan ataui manfaat 

peincatatan peirkawinan adalah u intu ik meingontrol deingan kongkreit data 

teintang nikah, talak, dan ru ijuik (NTR). Meinuiruit keiteintuian Undang-Undang 

Peirkawinan ada du ia instansi ataui leimbaga yang dibeiri tuigas u intuik meincatat 

peirkawinan dan peirceiraian yaitu i Kantor Uruisan Agama (KUA) Keicamatan 

uintuik yang beirgama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang be iragama 

buikan Islam. 

8) Peirkawinan meinuiruit huikuim agama  

Peirkawinan hanya sah apabila dilaku ikan meinuiruit huikuim agama yang dianuit 

oleih pihak yang me ilangsuingkan peirkawinan itui. Pria dan wanita yang akan 

meilangsu ingkan peirkawinan keiduia-duianya meinganuit agama yang sama. 

9) Larangan dan peimbatalan peirkawinan  

Peirkawinan dilarang dalam hu ibuingan dan keiadaan teirteintui meinuiruit agama 

ataui uindang-uindang, misalnya kareina huibuingan darah teirlalu i deikat kareina 

seimeinda, teilah beirceirai tiga kali, atau i beiluim habis masa tu inggui. Apabila 

peirkawinan dilangsu ingkan, padahal ada larangan atau i tidak dipeinuihi 

syaratsyarat, pe irkawinan itu i dibatalkan. Peimbatalan haruis dilaku ikan meilaluii 

peingadilan neigeiri bagi yang beiragama bu ikan Islam. Guigatan dapat diaju ikan 
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deingan alasan, misalnya, kareina hu ibuingan darah teirlalui deikat seimeinda, ataui 

teilah beirceirai talak tiga. 

10) Meingadakan janji peirkawinan  

Seibeiluim ataui pada saat peirkawinan dilangsu ingkan, keidu ia pihak boleih 

meingadakan janji peirkawinan, asal saja tidak dilarang u indang-uindang seirta 

tidak beirteintangan deingan keiteirtiban uimuim. Taklik talak meinuiruit peirkawinan 

Islam bu ikan janji peirkawinan yang dimaksu idkan ini. Janji pe irkawinan yang 

dimaksuid misalnya, pe irjanjian peinyatu ian harta keikayaan antara ke ikayaan 

suiami dan keikayaan istri, su iami tidak boleih meinjuial harta milik istri tanpa 

peirseituijuian teirtuilis dari pihak istri yang dibu iat di mu ika notaris, dan su iami 30 

ataui istri beibas beirgauil deingan wanita atau i pria lain dalam keihiduipan 

beirmasyarakat. 

c. Peirkawinan Campuiran 

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahu in 1974 teintang Peirkawinan meinyatakan 

“yang dimaksu id deingan peirkawinan campu iran dalam Undang-u indang ini ialah 

peirkawinan antara du ia orang yang di Indone isia tu induik pada hu ikuim yang 

beirlainan, kareina peirbeidaan keiwarganeigaraan dan salah satu i pihak 

beirkeiwarganeigaraan Indoneisia.” 

Peirbeidaan agama meinuiruit Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahu in 1974 tidak 

teirmasuik pada peirkawinan campuiran. Jadi peirkawinan campuiran ialah: 

1) Peirkawinan yag dilangsu ingkan di Indoneisia.  

2) Antara seiorang warga Neigara Indoneisia deingan warga neigara asing.
15

 

Peirkawinan campu iran tidak dapat dilangsu ingkan seibeiluim teirbuikti bahwa 

syaratsyarat pe irkawinan yang dite intuikan oleih huikuim yang beirlaku i bagi pihak-

pihak masing-masing teilah dipeinuihi. Untuik meimbuiktikannya dan kare ina itui tidak 

ada rintangan u intuik meilangsuingkan peirkawinan campu iran, maka ole ih meireika 

yang meinuiruit huikuim yang beirlakui bagi pihak masing-masing beirweinang 

                                                 
15

 Waihoyono Da irma ibra itai dain Surini Ahla in Sja irif. Op.Cit. Hlm. 158. 
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meincatat peirkawinan, dibeirikan suirat keiteirangan bahwa syarat-syarat teilah 

dipeinuihi.
16

 

Peirkawinan campu iran dicatat oleih peigawai peincatat yang beirweinang. Bagi pihak 

yang meilangsu ingkan peirkawinan tanpa meimpeirlihatkan teirleibih dahuilui keipada 

peigawai peincatat yang beirweinang su irat keiteirangan ataui keipuituisan peingganti 

keiteirangan dihu ikuim deingan huikuiman kuiruingan seilama-lamanya 1 (satu i) builan. 

d. Harta Beinda dalam Peirkawinan 

Peirkawinan yang dilangsu ingkan antara su iami istri meimilik 3 (tiga) akibat hu ikuim 

yaitui : 

Peirkawinan yang dilangsu ingkan antara su iami istri meimilik 3 (tiga) akibat hu ikuim 

yaitui : 

1) akibat dari huibuingan suiami istri;   

2) akibat teirhadap harta beinda peirkawinan;  

3) akibat teirhadap anak yang dilahirkan. 

Peirsoalan harta beinda dalam peirkawinan sangat peinting kareina salah satui faktor 

yang cu ikuip signifikan te intang bahagia dan se ijahteira ataui tidaknya ke ihiduipan 

ruimah tangga te irleitak keipada harta beinda.
17

 Walauipuin keinyataan sosialnya 

meinuinjuikkan masih adanya ke ireitakan hidu ip beiruimah tangga bu ikan diseibabkan 

harta beinda meilainkan faktor lain. Harta be inda hanya me iruipakan peinopang dari 

keiseijahteiraan teirseibuit. 

Harta beirsama adalah harta yang didapat/dipe iroleih seilama peirkawinan. Harta 

teirseibuit akan me injadi harta beirsama jika tidak ada pe irjanjian me ingeinai statuis 

harta teirseibu it seibeiluim ada pada saat dilangsu ingkan peirkawinan, keicuiali harta 

yang didapat itu i dipeiroleih dari hadiah atau i warisan ataui bawaan masing-masing 

                                                 
16

 Tain Ka imeilo dain Sya irifa ih Lisa i Andria iti. Op.Cit. Hlm. 120. 
17

 Tain Ka imeilo dain Sya irifa ih Lisa i Andria iti, Ibid, hlm. 108. 
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suiami istri yang dimiliki se ibeiluim dilangsu ingkan peirkawinan seibagaimana 

dijeilaskan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahu in 1974 te intang 

Peirkawinan.
18

 

Harta Beirsama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahu in 1974 teintang Peirkawinan 

teirdapat dalam Pasal 35, yaitu i: 

a) Harta beinda yang dipeiroleih seilama peirkawinan meinjadi harta beirsama.  

b) Harta bawaan dari masing-masing su iami dan istri dan harta be inda yang 

dipeiroleih masing-masing seibagai hadiah atau i warisan, adalah di bawah 

peinguiasaan masing-masing seipanjang para pihak tidak meineintuikan lain. 

Harta beirsama meilipuiti: 

a) Harta yang dipeiroleih seipanjang peirkawinan beirlangsuing;  

b) Harta yang dipe iroleih seibagai hadiah/peimbeirian ataui warisan apabila 

diteintuikan deimikian;  

c) Huitang-huitang yang timbu il, seilama peirkawinan beirlangsuing, keicuiali yang 

meiruipakan harta pribadi masing-masing su iami-istri.
19

 

2.2. 2 Peirjanjian Peirkawinan 

Peiirjanjian pei irkawinan uiimuiimnya sangat jarang tei irjadi di kalangan masyarakat 

Indonei isia asli, karei ina masih eiiratnya hui ibuiingan keiikei irabatan dan adanya rasa saling 

peiircaya antara calon sui iami dan istri, karei ina pei irjanjian pei irkawinan masih dianggap 

beiirsifat tabui i yang masih sangat jarang dilakui ikan dalam pei irkawinan orang Indonei isia. 

Peiirjanjian pei irkawinan muiilanya dilakui ikan olei ih masyarakat barat yang mei imiliki sifat 

individuiialistik dan kapitalistik, individuiialistik karei ina meiilaluiii peiirjanjian peiirkawinan 

meiirei ika mei irasa bahwa sosok suiiami dan istri meiirui ipakan individuiial   yang sangat 

mandiri dan tidak teiirpakuii antara satui i sama lain. Seiidangkan Kapitalistik yang 
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tuiijuiiannya ui intuiik meiilinduiingi salah satui i asei it meiirei ika jika salah satu i i dari pasangan 

suiiami istri teiirsei ibuiit dalam keiiadaan jatui ih dan tidak mei ilibatkan salah satuiinya ikui it 

teiirjatui ih atauii yang lainnya masih bisa disei ilamatkan.  

Dei ingan sei imakin mei ilambuiing tingginya arui is peiirkei imbangan zaman atauii sei imakin 

modeiirnnya, pei irjanjian peiirkawinan banyak dianggap olei ih gei ineiirasi muiida uiintuiik 

dipeiirtimbangkan sei ibeiiluiim meiilaksanakan sei ibuiiah peiirkawinan, dan pada intinya 

peiirjanjian pei irkawinan meiirui ipakan bei intuiik peiirlinduiingan apabila dikei imuiidian hari 

teiirjadi hal yang  tidak diinginkan dalam pei irkawinan sei ipeiirti  pei ircei iraian,keiimatian  

ataui i  salah   satuii   pihak mei ingalami kondisi yang sei idang jatui ih dalam hal tei irteiintuii. 

Ada masanya tei irjadi hal  tei irteiintuii  yang  mei inyei ibabkan  sui iatui i  pei irkawinan  tidak  

dapat  diteiiruiiskan karei ina suiiatuii hal. Bahkan di eiira sei ikarang dimana seiimakin 

meiimuiidarkan nilai-nilai agama, nilai buiidaya dan nilai eiitika di kalangan masyarakat, 

sangat tidak jarang sui iatuii peiirkawinan dijadikan seiibagai sui iatuii keiipei intingan individuii 

uiintuiik meiincapai tui ijuiian teiirtei intuii yang hanya mei ingui intuiingkan salah satui i pihak, sei ipeiirti 

deiimi statuiis, deiimi keiipeiintingan bisnis,dan kei ipeiintingan lainnya dan tidak sama seiikali 

didasari olei ih cinta.  

Uindang- Uindang No.16 Tahui in 2019 teiintang Peiirkawinan maui ipu iin KUiHPei irdata 

meiimang tidak mei injeiilaskan peiingei irtian peiirjanjian peiirkawinan dan  tidak meiinyei ibui itkan  

seiicara jei ilas dan teiigas tei irkait peiingei irtian peiirjanjian peiirkawinan tei irmasui ik isi peiirjanjian 

peiirkawinan itu ii sei indiri. Karei ina adanya kei itidakjei ilasan pei ingei irtian peiirjanjian 

peiirkawinan meiinyei ibabkan  timbuiilnya pei irbei idaan peiindapat dari para ahli huiikuiim 

meiingei inai peiingei irtian pei irjanjian pei irkawinan. Pei irjanjian  pei irkawinan  tei irseiibui it  dalam  

uiindang-ui indang  pei irkawinan  diatui ir dalam Bab V dan hanya tei irdiri satui i pasal saja 

yaitui i Pasal 29. Dijeiilaskan pada pasal tei irsei ibuiit yaituii, Pada waktui i seiibei iluiim peiirkawinan 

beiirlangsui ing kei idui ia pihak atas pei irsei ituiijuiian bei irsama dapat mei ingadakan pei irjanjian 

teiirtuiilis yang disahkan oleiih Peiigawai Pei incatat Peiirkawinan, sei iteiilah mana isinya 

beiirlakui i juiiga tei irhadap pihak kei itiga sei ipanjang pihak keiitiga tei irsangkui it. 
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Meiinuiirui it H. A. Damanhuiiri, pada dasarnya yang mei injadi prinsip peiingei irtian dari  

peiirjanjian  pei irkawinan  sama  dei ingan  pei irjanjian  pada  ui imuiimnya,  yaituii suiiatuii 

peiirjanjian bagi duiia orang calon sui iami istri uiintuiik meiingatui ir harta kei ikayaan pribadi 

masing-masing yang dibuiiat mei injeiilang pei irkawinan, sei irta disahkan olei ih pei igawai 

peiincatat Nikah.
20

 

Seiimeiintara  ituii  Soei itojo  Prawirohamidjojo  bei irpeiindapat,  bahwa  pei irjanjian kawin 

uiimuiimnya dibui iat : 

a. Bilamana tei irdapat sei ijuiimlah kei ikayaan yang lei ibih beiisar pada salah satui i pihak 

dari pihak lain. 

b. Kei iduiia bei ilah pihak masing-masing mei imbawa masuiikan (inbrei ing) yang cui ikuiip 

beiisar. 

c. Pihak  meiimpuiinyai  ui isaha  ataui i  bisnis  masing-masing,  yang  apabila salah 

satuii pihak jatuiih pailit ataui i meiingalami kei ibangkrui itan pihak lain tidak 

teiirsangku i it. 

d. Dan apabila pihak mei imiliki huiitang sei ibei iluiim peiirkawinan, masing- masing 

akan   bei irtanggui ing jawab seiindiri-sei indiri   teiirhadap   uiitang masing-masing.
21

 

Meiinuiirui it Wirjono Prodjodikoro, kata peiirjanjian peiirkawinan diartikan seiibagai suiiatuii 

peiirhui ibuiingan hu i ikuiim meiingei inai harta bei inda kei ikayaan antara dui ia  pihak, dalam mana 

suiiatuii pihak beiirjanji atauii dianggap bei irjanji uiintuiik  meiilakuiikan sui iatuii hal, seiidang pihak 

lain beiirhak mei inuiintuiit pei ilaksanaan pei irjanjian ituii.
22

 

Peiindapat Salim H.S yang dikui itip di dalam buiikuiinya, pei irjanjian  pei irkawinan adalah 

peiirjanjian yang dibui iat oleiih calon pasangan suiiami istri  sei ibeiiluiim atauii pada saat 

peiirkawinan dilangsui ingkan uiintuiik meiingatui ir akibat   peiirkawinan tei irhadap harta 

keiikayaan mei irei ika.
23

 

                                                 
20

 H. A. Da imainhuri, Op. Cit, hlm. 7. 
21

 R. Soe itojo Praiwiroha imidjojo, Op. Cit, hlm. 57. 
22

 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Pe irdaitai Teintaing Peirse itujuain-Peirse itujua in Teirteintu, Sumur, Ba indung, 

1981, hlm. 11. 
23

 Sailim H.S, Op. Cit, hlm. 72. 



26 

 

Meiinuiirui it Martiman Prodjohamidjojo, peiirjanjian dalam Pasal 29 Uindang- Uindang 

Peiirkawinan masih jaui ih leiibih sei impit oleiih karei ina hanya mei ilipuiiti vei irbinteiinisseiin  yang 

beiirsui imbeiir pada pei irsei ituiijuiian saja (ovei irei inkomsteiin), dan pada pei irbui iatan yang tidak 

meiilawan hui ikuiim, jadi meiilipuiiti veiirbinteiinissei in uiiitdeii wei it allei in  (pei irikatan yang 

beiirsui imbeiir pada ui indang-uiindang).
24

 

Hazairin juiiga sei ipei indapat teiirhadap pei injeiilasan Pasal 29 U indang-Uindang Peiirkawinan 

seiipei irti yang dikui itip Hilman Hadikui isuiima dalam buiikui inya, mei ingatakan “pei irjanjian 

yang dimaksui id buiikan teiirmasui ik taklik talak dalam pei irkawinan  Islam  yang  

dibacakan  mei impeiilai  pria  di  muiika  uiimuiim  seiiteiilah seiilei isai ijab kabu iil, seiibagaimana 

beiintuiik yang diteiitapkan Meiinteiiri Agama ui intuiik seiiluiiruiih Indonei isia. Taklik talak di 

Indonei isia tidak bei irsifat bilateiiral tei itapi bei irsifat uiinilateiiral, olei ih karei ina taklik talak 

buiikan saja mei ingikat yang mei ingui icapkannya tei itapi juiiga mei injadi su iimbei ir hak bagi 

pihak-pihak lain yang tei irseiibuiit dalam pei irnyataan ituii.
25

 

Bei ibei irapa pei indapat para tokoh mei imbeiirikan kei isimpuiilan bahwa pei irjanjian peiirkawinan 

adalah sui iatui i huiibuiingan huiikuiim mei ingei inai harta kei ikayaan antara kei idu iia  bei ilah  pihak,  

meiingei inai  harta  keiikayaan  antara  kei iduiia  beiilah  pihak, dimana salah satuii pihak 

beiirjanji uiintuiik meiilakuiikan seiisuiiatuii hal, seiidangkan di pihak lainnya bei irhak meiinuiintuiit 

peiilaksanaan pei irjanjian tei irsei ibuiit. 

Peiirkawinan sei indiri mei iruiipakan sui iatui i hak dan keiiwajiban dari pasangan suiiami istri 

seiisuiiai dei ingan yang tei irteiira pada Uindang-Uindang  Nomor 16 Tahui in 2019 Tei intang 

Peiirkawinan, bahwa sui iami dan istri haruiis saling meiintaati dan mei injalankan hak dan 

keiiwajiban masing-masing sei icara sei iimbang, akan teiitapi suiiatui i peiirkawinan juiiga dapat 

meiilahirkan pei irsoalan  yang bei irkaitan dei ingan harta kei ikayaan, yaitui i harta bei inda 

peiirkawinan mau i ipuiin harta pribadi sei ibeiiluiim pei irkawinan bei irlangsui ing. 

                                                 
24
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2.2. 3 Mahkamah Konstitu isi 

Mahkamah Konstitu isi meiruipakan salah satu i leimbaga neigara yang me ilakuikan 

keikuiasaan keihakiman yang me irdeika uintuik meinyeileinggarakan peingadilan guina 

meineigakkan hu ikuim dan keiadilan. Mahkamah Konstituisi Reipuiblik Indoneisia 

meimpuinyai 4 (eimpat) keiweinangan dan 1 (satu i) keiwajiban seibagaimana diatu ir dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ke iweinangan Mahkamah Konstituisi salah 

satuinya adalah me inguiji seicara konstitu isionalitas su iatui uindanguindang, meinguiji 

seijauih mana uindang-uindang yang beirsangku itan beirseisuiai ataui beirteintangan deingan 

UUD 1945.
26

 Keiweinangan teirseibuit meimbuiat Mahkamah Konstitu isi dapat me inguiji 

dan bahkan dapat me imbatalkan suiatui uindang-uindang apabila diyakini be irteintangan 

deingan UUD. Mahkamah Konstituisi meimpuinyai fuingsi uintuik meingawal (to gu iard) 

konstituisi, agar dilaksanakan dan dihormati baik pe inyeileinggara keiku iasaan Neigara 

mauipuin warga Neigara. Mahkamah Konstitu isi juiga meinjadi peinafsir akhir 

Konstitu isi.
27

  

2.3.  Peiratuiran Peirjanjian Peirkawinan 

Peiirjanjian pei irkawinan diatuiir di dalam U indang-Uindang Nomor 1 Tahuiin  1974 

teiintang Pei irkawinan yang sui idah dipeiirbarui ii meiinjadi Uindang-Uindang Nomor 16 

Tahui in 2019 Tei intang Peiirkawinan. Dalam U indang-Uindang Nomor 1 Tahuiin 1974  

teiintang     Peiirkawinan     teiirdapat     pasal  yang  mei imbahas  meiingei inai peiirjanjian  

peiirkawinan  yaituii  Pasal  29  U indang-Uindang  Peiirkawinan  yang tei irdiri dari 4 ayat. 

buiinyi  kei itei intuiian Pasal 29  U indang-Uindang Pei irkawinan yaituii : 

a. Pada  waktui i  ataui i  sei ibei iluiim  pei irkawinan  dilangsuiingkan,  kei iduiia  pihak atas 

peiirsei ituiiju iian beiirsama dapat meiingadakan pei irjanjian teiirtuiilis yang disahkan oleiih 

peiigawai pei incatat pei irkawinan, sei iteiilah mana isinya bei irlakui i juiiga bagi pihak 

keiitiga tei irsangkui it. 
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b. Peiirjanjian tei irsei ibuiit tidak dapat disahkan bilamana mei ilanggar batas- batas 

huiikuiim, agama, dan kei isuiisilaan. 

c. Peiirjanjian tei irseiibuiit muiilai beiirlakui i seiijak pei irkawinan dilangsui ingkan. 

d. Seiilama pei irkawinan bei irlangsui ing pei irjanjian peiirkawinan tidak dapat diuiibah 

keiicui iali bila dari kei iduiia bei ilah pihak ada pei irsei ituiijuiian uiintuiik mei iruiibah dan 

peiirui ibahan tei irsei ibuiit tidak meiirui igikan pihak kei itiga. 

Bei irdasarkan dari peinjeiilasan Pasal 29 U indang-Uindang Pei irkawinan dinyatakan bahwa 

yang  dimaksui id  deiingan  Peiirjanjian  dalam  pasal  ini  yaitui i  taklik talak. Dalam Pasal 

35 UiUiP meiinjei ilaskan seiibagai bei irikuiit : 

a. Harta  bei inda     yang  dipeiirolei ih  seiilama  pei irkawinan  mei injadi  harta bei irsama. 

b. Harta bawaan dari masing-masing sui iami dan istri dan harta beiinda yang 

dipeiirolei ih masing-masing sei ibagai hadiah ataui i warisan adalah di bawah 

peiingawasan masing-masing sei ipanjang tidak mei ineiintuiikan lain. 

2.4.  Objeik Peirjanjian Peirkawinan 

Dibuiiatnya pei irjanjian pei irkawinan gui ina uiintuiik meiimbeiiri kei ijeiilasan akan hal yang dibui iat 

dan disei ipakati beiirsama oleiih kei iduiia pihak antar sui iami dan istri. Pada dasarnya 

peiirjanjian pei irkawinan meiingatuiir tei intang harta yang dimiliki oleiih kei iduiia pasangan 

ataui i  yang biasa di bilang pei irjanjian kawin pisah harta. Saat sei ibeiiluiim peiirkawinan 

beiirlangsui ing, pihak suiiami istri bisa meiinei intuiikan seiindiri bagaimana kei ilak harta bei inda 

meiirei ika dalam pei irkawinan diatui ir. Apabila pei irjanjian pei irkawinan tidak dibuiiat yang 

beiirarti kei iduiia bei ilah pihak hartanya mei iruiipakan  milik  beiirsama  dalam  peiirkawinan  

karei ina  hui ikuiim  di  Indoneiisia sistei im huiikuiimnya meiinganui it peiirkawinan  peiircampuiiran 

harta.  

Bei ibei irapa macam pei irjanjian pei irkawinan yang mei ilibatkan harta beirdasarkan Pasal 35 

UUP yaitui i :  
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a. Peiirjanjian Peiirkawinan Peiimisahan Harta Keiikayaan, yaitui i harta yang 

didapatkan sei ilama pei irkawinan dimiliki oleiih masing-masing pihak. Tei irdapat 

duiia harta dalam pei irkawinan yaituii harta sui iami dan harta istri. Hak dan  

keiiwajiban  yang  dipei iroleiih  seiibei iluiim  atauii  seiitei ilah  peiirkawinan mei injadi 

tanggui ing jawab masing-masing. Pei irjanjian pei irkawinan yang bei irisi pei imisahan 

harta pei irkawinan maka masing-masing pihak  tei itap meiinjadi pei imilik dari 

barang-barang   yang mei irei ika bawa masui ik kei i dalam peiirkawinan. 

b. Peiirjanjian pei ircampui iran uiintuiing  rui igi, yaitui i pei irjanjian yang dibu i iat olei ih duiia 

pihak ataui i leiibih, di mana meiirei ika sei ipakat ui intuiik meiinggabui ingkan su i imbei ir daya 

ataui i uiisaha mei ireiika dei ingan tu iijuiian mei incapai kei iu iintuiingan bei irsama, sei irta bei irbagi 

tanggui ing jawab atas ke i iruiigian yang mu iingkin tei irjadi. Dalam kontei iks ini, para 

pihak beiirsei ipakat bahwa keiiu iintuiingan yang dipe i iroleiih dari uiisaha atau i i proyei ik 

teiirtei intuii akan dibagi sei isuiiai keiisei ipakatan, dan bei igitui i juiiga dei ingan kei irui igian 

yang mu i ingkin timbuiil. 

c. Peiirjanjian pei irkawinan peiirsatui i hasil dan peiindapatan, yaitui i peiinghasilan ataui i 

peiindapatan kei iduiia pihak suiiami istri mei iruiipakan hak milik bei irsama namui in  jika  

teiirjadi  pei ingei iluiiaran  ataui i  kei iruiigian  mei iruiipakan  rei isiko pribadi atauii 

ditanggu i ing masing-masing pihak. Pei irsatui ian hasil dan pei indapatan   adalah   

beiintuiik   lain   dari   macam   harta   kei ikayaan pei irkawinan yang tidak bei iruiipa 

peiimisahan harta sei icara keiisei iluiiruiihan dan buiikan puiila peiirsatu i ian uiintuiing dan 

ruiigi. 

Peiirjanjian pei irkawinan yang biasanya disei ituiijuiii yaituii bei irisi harta bawaan dalam 

peiirkawinan, ui itang  yang dibawa olei ih pihak sui iami dan istri, dan lain-lain. Bei irikuiit 

ini meiiruiipakan hal-hal yang pada dasarnya diatui ir dalam pei irjanjian pei irkawinan 

yaitui i : 

a. Harta bawaan dalam pei irkawinan, baik harta yang dipei irolei ih dari ui isaha 

masing-masing maui ipui in dari hibah, warisan atauiipui in cu iima-cui ima yang 

dipeiirolei ih masing-masing seiilama pei irkawinan. 
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b. Seiimu iia huiitang dan piui itang yang dibawa olei ih suiiami atauii istri dalam 

peiirkawinan meiirei ika, sei ihingga tanggui ing jawab yang dibu i iat oleiih meiireiika 

seiilama pei irkawinan tei itap akan mei injadi tanggui ingan masing-masing ataui i 

tanggui ing jawab kei idui ianya dei ingan pei imbatasan tei irteiintuii. 

c. .Hak istri dalam mei ingui iruiis harta pribadinya baik yang bei irgei irak maui ipuiin 

yang tidak bei irgei irak dan deiingan tui igas mei inikmati hasil seiirta pei indapatan 

baik dari pei ikei irjaannya sei indiri ataui i suiimbei ir lain. 

d. keiiwei inangan  istri  dalam  meiingui iruiis  hartanya,  agar  tidak  mei imeiirluiikan 

bantu iian ataui i pei ingalihan kuiiasa dari sui iami.  

e. Peiincabui itan wasiat, sei irta keiitei intuiian-kei iteiintuiian lain yang dapat mei ilinduiingi 

keiikayaan maui ipuiin keiilanjuiitan bisnis masing-masing pihak (dalam hal salah 

satuii ataui i keiiduiia pihak meiirui ipakan pei imeiigang saham atauii pei imimpin uiisaha 

pada sui iatuii eiintitas bisnis. 

2.5.  Proseiduir Peimbu iatan  Peirjanjian Peirkawinan 

Jika suiiami istri meiimbuiiat pei irjanjian pei irkawinan seiibei iluiim peiirkawinan sei ibagai bei intuiik 

antisipasi teiirjadinya hal-hal bui iruiik yang tidak diinginkan mei iruiipakan sui iatuii kei ipuiituiisan 

yang sangat bijak. Pada dasarnya pei irjanjian ini dibuiiat dikarei inakan harta keiikayaan 

dari salah satui i pihak lei ibih bei isar dari pihak lain dan dibui iat uiintuiik mei ilinduiingi harta 

keiikayaan yang dimiliki. U indang-Uindang nomor 16 tahuiin   2019 Teiintang Peiirkawinan 

meiimang tidak mei ingatui ir seiicara jei ilas dan teiigas tei irkait peiirjanjian peiirkawinan  beiiruiipa 

bagaimana prosei iduiir pei imbuiiatan pei irjanjian pei irkawinan,UiUiP  hanya saja meiinyatakan  

bahwa kei idui ia pihak bisa  mei ingadakan  pei irjanjian  tei irtuiilis  yaituii peiirjanjian 

peiirkawinan. Pada kei iteiintuiian Pasal 1320 KU iH Peiirdata tei intang syarat-Syarat sahnya 

peiirjanjian-pei irjanjian dipeiirlui ikan 4 syarat yaitui i : 

a. Peiirsei ituiijuiian mei irei ika uiintuiik meiingikatkan diri. 

b. paham ataui i cakap ui intuiik meiimbuiiat suiiatuii pei irjanjian. 

c. Suiiatuii hal teiirtei intuii. 

d. Suiiatuii seiibab yang halal. 
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Syarat khuiisuiis beiirdasarkan Pasal 29 Uindang-Uindang Nomor 16 Tahu i in 2019 Teiintang 

peiirkawinan yaitui i tei ilah disahkan olei ih Peiigawai Peiincatat Pei irkawinan dipandang 

layaknya U indang-Uindang Bagi Pihak yang bei irjanji (asas pacta suiint seiirvanda), yang 

beiirarti dalam hal ini Pasal 1338 KU iH Pei irdata mei ineiigaskan bahwa : 

“Seiimuiia pei irsei ituiijuiian yang dibui iat seiicara sah sei isuiiai dei ingan ui indang-ui indang bei irlakui i 

seiibagai ui indang-ui indang bagi mei irei ika yang mei imbuiiatnya. Peiirsei ituiijuiian  ituii  tidak  dapat  

ditarik  keiimbali  seiilain  deiingan  keiisei ipakatan keiidui ia  beiilah  pihak,  atauii.  karei ina  

alasan-alasan  yang  diteiintuiikan  olei ih uiindang-ui indang dinyatakan cui ikuiip uiintuiik ituii. 

Peiirsei ituiijuiian-pei irseiituiijuiian harui is dilaksanakan dei ingan itikad baik.” 

Peirjanjian kawin te irdapat keipastian huikuim teirhadap apa yang dipe irjanjikan me ireika 

uintuik meilakuikan su iatui peirbuiatan huikuim teirhadap apa yang dipe irjanjikan. Beibeirapa 

beintuik Peirjanjian Kawin dapat dilihat seibagai beirikuit:
28

 

a. Peirjanjian Peirsatuian Untuing dan Ru igi  

Peirjanjian peirsatuian uintuing dan ruigi maksuidnya ialah agar masing-masing 

pihak akan teitap meimpeirtahankan hak milik me ireika, baik beiruipa harta 

keikayaan pribadi bawaan mauipuin beiruipa hadiah-hadiah yang khu isuis 

dipeiruintuikkan keipada masing-masing pihak dan atau i hak-hak yang teilah 

dibeirikan Undang-uindang, seipeirti warisan, hibah dan wasiat. Se imuia 

peinghasilan yang dipe iroleih dari teinaga ataui modal seilama peirkawinan 

beirlangsu ing meinjadi harta beirsama. Seibaliknya, seigala keiruigian yang dide irita 

dalam meimeinuihi keibuituihan hiduip beiruimah tangga seibagai su iami istri 

meinjadi keiruigian dan beiban beirsama. 

b. Peirjanjian peirsatuian hasil peindapatan  

Peirjanjian peirsatuian hasil peindapatan adalah peirjanjian antara se ipasang calon 

suiami istri uintuik meimpeirsatuikan seitiap keiuintuingan (hasil dan pe indapatan) 

saja. Peirjanjian ini beirarti seiruipa deingan peirjanjian “peirjanjian u intuing” 

seimata, seidangkan seigala keiruigian tidak dipeirjanjikan. 
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c. Peirjanjian Ta’lik Talak  

Peinjeilasan Pasal 29 Undnag-Undang Nomor 1 Tahu in 1974 te intang 

Peirkawinan meinyatakan bahwa pe irjanjian kawin dalam pasal ini tidak 

teirmasuik ta’lik talak, namu in Kompilasi Hu ikuim Islam me imuiat atuiran 

meingeinai ta’lik talak te irmasuik salah satui macam peirjanjian kawin. Peiratuiran 

Meinteiri Agama Nomor 3 Tahu in 1975 Pasal 11 ayat (2) me inyeibuitkan 

“Peirjanjian yang be iruipa ta’lik talak dianggap sah kalau i peirjanjian itui 

diuicapkan dan ditandatangani oleih su iami seiteilah akad nikah dilaksanakan”. 

d. Isi Peirjanjian Kawin Undang-Undang Nomor 1 Tahu in 1974 te intang 

Peirkawinan mauipuin Kompilasi Hu ikuim Islam meinyatakan isi pe irjanjian 

kawin dapat me inyangku it seigala seisuiatui hal yang tidak beirteintangan deingan 

keiteintuian peirjanjian seicara uimuim, hanya peirjanjian itui disahkan di deipan 

Peigawai Peincatat Nikah. Isi peirjanjian kawin meilipuiti: 

a) Peinyatu ian harta keikayaan su iami istri.  

b) Peingu iasaan, peingawasan, dan peirawatan harta keikayaan istri ole ih suiami. 

c) Istri dan Su iami meilanjuitkan kuiliah deingan biaya beirsama.  

d) Dalam peirkawinan meireika seipakat uintuik meilaksanakan keiluiarga 

beireincana 

Agar pei irjanjian pei irkawinan dianggap sah dan meiimiliki keiipastian hui ikuiim seiirta 

meiingikat para pihak di dalamnya maka prosei iduiir peiirjanjian pei irkawinan harui is seiisuiiai 

deiingan kei iteiintu iian pada Pasal 29 Uindang-Uindang Pei irkawinan. H.A. Damanhui iri 

meiinyimpui ilkan dalam buiikuiinya mei ingei inai tata cara peiimbuiiatan pei irjanjian peiirkawinan 

meiinuiirui it Pasal 29 U indang-Uindang Nomor 16 Tahui in 2019 Tei intang Peiirkawinan 

sampai dei ingan Pasal 52 Kompilasi Huiikuiim Islam adalah sei ibagai bei irikui it : 

a. Peiirsei ituiijuiian calon sui iami dan istri tei irkait pei irjanjian pei irkawinan.   Pei irjanjian  

peiirkawinan  yang dibuiiat  atas dasar  keiiseiipakatan beiirsama  dari keiiduiia bei ilah 

pihak dan tidak ada paksaan dari salah satui i pihak, seiisuiiai dei ingan Pasal 1320 

KUiHPei irdata tei intang syarat-syarat sahnya sui iatuii peiirjanjian  yaitui i kei iduiia bei ilah 

pihak sei ipakat uiintuiik meiingikatkan diri dalam sui iatuii peiirjanjian. 
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b. Peiirjanjian  peiirkawinan  dibuiiat  seiicara tei irtuiilis.  Peiirjanjian  peiirkawinan bisa  

dibuiiat dalam bei intuiik akta notaris maui ipuiin akta di bawah tangan, pei irjanjian 

peiirkawinan tidak diwajibkan dibuiiat dei ingan akta notaris teiitapi hanya 

diteiintuiikan bahwa pei irjanjian peiirkawinan tei irsei ibuiit disahkan olei ih Peiigawai 

Peiincatat Peiirkawinan hal teiirseiibuiit bei irdasarkan  Uindang Uindang Pei irkawinan 

peiirjanjian pei irkawinan.  

c. Peiirjanjian  peiirkawinan  harui is disahkan  oleiih Peiigawai  Peiincatat  Peiirkawinan 

yang bei irwei inang mei ilakuiikan pei incatatan pei irkawinan. Pei irjanjian pei irkawinan 

hanya dapat disahkan meiilaluiii Peiigawai Pei incatat Peiirkawinan yaituii Kantor 

Uirui isan Agama (KU iA) bagi yang bei iragama Islam sei idangkan Dinas 

Kei ipeiindu iiduiikan dan Peiincatatan Sipil (Duiikcapil) bagi yang bui ikan beiiragama 

Islam. 

d. Peiirjanjian pei irkawinan tidak dapat disahkan bilamana meiilanggar batas- batas  

huiikuiim,  agama,  dan  kei isuiisilaan.  Peiirjanjian  pei irkawinan  tidak boleiih 

beiirtei intangan dei ingan batas-batas huiikui im, agama, keiisuiisilaan dan keiiteiirtiban 

uiimuiim seiibagiaman diruiimuiiskan dalam Pasal 29 ayat (2) U iUiP dan hal ituii 

seiijalan dei ingan rui imuiisan peiingei irtian pei irjanjian pei irkawinan sei ibagaimana diatuiir 

dalam Pasal 139 KU iHPeiirdata “Asal  pei irjanjian  pei irkawinan  tei irsei ibuiit  tidak  

meiinyalahi tata sui isila yang baik ataui i tata teiirtib ui imuiim yang harui is 

diindahkan”.
29

 

Pasal 29 UiUiP ayat (4) diteiintuiikan bahwa pei irjanjian pei irkawinan tei irsei ibuiit dapat 

diuiibah, jika ada pei irsei ituiijuiian kei iduiia bei ilah pihak yakni pei irsei ituiijuiian sui iami istri deiingan 

catatan pei iruiibahan tei irsei ibuiit tidak meiiruiigikan pihak keiitiga, yang dikhawatirkan adanya 

peiirui ibahan dalam harta kei ikayaan sui iami istri yang nantinya akan meiirui igikan 

keiipei intingan pihak kei itiga. Peiirjanjian pei irkawinan dapat dicabui it atas pei irseiituiijuiian sui iami 

istri dan wajib mei indaftarkannya di Kantor Pei incatat Pei irkawinan tei impat peiirkawinan 

dilangsui ingkan dan pei indaftaran teiirsei ibuiit diuiimuiimkan oleiih suiiami istri dalam suiirat 

kabar sei iteiimpat dan apabila dalam tei impo 6 (ei inam) buiilan pei ingui imuiiman tidak 
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dilakuiikan yang bei irsangkuiitan, pei indaftaran pei incabuiitan dei ingan sei indirinya gui igui ir dan 

tidak meiingikat kei ipada pihak kei itiga. 

Peiinei ilitian teiintang pei irjanjian pei irkawinan yang dituiilis oleiih Annisa Istrianty dan 

Eirwan Priambada (2015) Akibat Huiikuiim Peiirjanjian Peiirkawinan yang di buiiat sei iteiilah 

peiirkawinan bei irlangsui ing .Peiineiilitian ini dibuiiat beiirgui ina uiintuiik meiimahami apa yang 

meiinjadi akibat huiikuiim teiirhadap adanya pei irjanjian pei irkawinan yang dibuiiat seiitei ilah 

peiirkawinan bei irlangsui ing. Mei itodeii yang digui inakan pada pei inei ilitian ini meiinggui inakan 

peiinei ilitian Normatif. 

Dari pei inei ilitian ini peiirjanjian pei irkawinan yang dibuiiat sei iteiilah peiirkawinan 

beiirlangsui ing bei irakibat pei irjanjian tei irsei ibuiit batal dei imi huiikuiim dikarei inakan tidak sei isuiiai 

deiingan pei iratuiiran pei irui indang-ui indangan meiingei inai peiirjanjian peiirkawinan seiirta tidak 

meiimeiinui ihi syarat objei iktif sahnya sui iatuii peiirjanjian yaitui i suiiatuii sei ibab yang halal. 

Seiigala sei isuiiatui i yang mei ilibatkan pei irjanjian dan jika tidak mei imeiinu iihi syarat maka 

dianggap batal deiimi huiikuiim. Batal deiimi huiikuiim seiindiri yaituii dari awal suiidah 

dianggap tidak ada dilahirkan sui iatuii pei irjanjian dan tidak ada pei irnah ada sui iatui i 

peiirjanjian. 

Peiinei ilitian teiintang pei irjanjian pei irkawinan jui iga dituiilis oleiih Suiikardi, Kajian Yui iridis 

Peiirjanjian Pei irkawinan Meiinuiirui it Kitab Uindang-Uindang Hui ikuiim Pei irdata, Uindang- 

Uindang Nomor 1 Tahui in 1974 dan Kompilasi Huiikuiim Islam, Juiirnal Khatuiilistiwa, 

Jouiirnal of Islamic Stui idieiis, Voluiimei i 6 Nomor 1 Marei it 2016. Meiitodeii pei ineiilitian ini 

adalah pei ineiilitian huiikuiim normatif yaitui i dei ingan mei ilakuiikan pei inilaian dan tinjaui ian 

meiindalam teiintang pei irjanjian reiinuiingan, apakah peiirjanjian ituii seiisuiiai deiingan hui ikuiim 

Islam dan hui iku iim positif di Indonei isia meiilaluiii koleiiksi buiikui i dan bahan teiintang 

peiirjanjian Pei irkawinan. Sifat dari pei ineiilitian ini adalah stui idi liteiiratui ir yang bei irtui ijuiian 

uiintuiik meiingui iji dan meiimpei ilajari sei ijuiimlah liteiiratui ir mei ilaluiii analisis pei irjanjian 

peiirkawinan 
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Sangat dapat disimpui ilkan bahwa sui iatuii pei irjanjian pei irkawinan di Indonei isia dilakuiikan 

seiisuiiai dei ingan hui ikuiim yang sui idah bei irlakui i pada masing-masing pihak sui iami dan istri. 

Peiirjanjian pei irkawinan buiikan mei iruiipakan hal yang wajib, seiicara formil peiirjanjian 

peiirkawinan sei irui ipa dei ingan pei irjanjian-pei irjanjian pada ui imuiimnya, seiidangkan 

peiirbei idaanya yaituii mei ingei inai isi atauii objei ik dari peiirjanjian ituii seiindiri.  

Muiilanya Pei irjanjian Pei irkawinan mei imang dibuiiat seiibei iluiim pasangan suiiami istri 

meiinikah sei isuiiai yang tei irteiira pada UiUiP namui in seiitei ilah diteiirbitkannya pui ituiisan MK 

Nomor 69/PUiUi-XII/2015 Peiirjanjian Peiirkawinan suiidah bolei ih di buiiat seiibei iluiim 

mauiipuiin seiisuiidah meiinikah. Peiirjanjian peiirkawinan prinsipnya meiingei inai harta bei inda 

ataui i keiikayaan, sei idangkan kei iteiintuiian pei irjanjian peiirkawinan yang ada dalam U indang- 

Uindang Nomor 16 tahuiin 2019 teiintang Peiirkawinan seiicara jei ilas tidak meiinyei ibui itkan 

objeiiknya mei ingei inai apa saja sei ihingga dapat disimpuiilkan bahwa pei irjanjian tei irseiibui it 

dapat mei ingei inai bei irbagai hal, sei ilama tidak bei irtei intangan dei ingan batas hui ikuiim,agama, 

dan kei isuiisilaan. Peiirjanjian peiirkawinan mei irui ipakan hal mei indasar yang wajib 

masyarakat kei itahuiii bahkan bui ikan hanya masyarakat di Kota Bandar Lampui ing 

meiilainkan kota-kota bei isar lainnya wajib tahui i akan hal tei irsei ibuiit yaitui i pei irjanjian 

peiirkawinan. Inti dari tuiijuiian uiimuiim peiirjanjian pei irkawinan sei indiri yaitui i uiintuiik kasih 

sayang sei ibagai tuiijuiian uiitama dan pokok, uiintuiik keiiteiinangan diri, bisa juiiga ui intuiik 

peiimei inuiihan keiibuiituiihan biologis, bisa juiiga uiintuiik meiinjaga kei ihormatan bagi pihak 

suiiami mauiipuiin istri, yang intinya dari sei imuiia tuiijuiian ini haruiis bei irdasarkan satui i 

keiisatui ian yang saling bei irkaitan dan ui ituiih. 
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Kei iteiirangan : 

Meingadakan peirjanjian kawin meiruipakan su iatui beintuik peirsiapan dalam me inghadapi 

seibuiah peirkawinan bagi calon su iami dan calon istri. Pe irjanjian kawin dapat dijadikan 

seibagai sarana hu ikuim uintuik meinjaga dan meilinduingi hak dan keiwajiban baik su iami 

mauipuin istri agar be irjalan deingan baik saat pe irkawinan beirlangsu ing. Peirjanjian 

kawin ini pada uimuimnya dibuiat manakala teirdapat juimlah harta keikayaan yang le ibih 

beisar pada satui pihak daripada pihak yang lain. 

Atuiran Huikuim meingeinai peirjanjian kawin diatu ir dalam KUH Peirdata, UU No. 1 

Tahuin 1974 teintang Peirkawinan, dan Kompilasi Hu ikuim Islam. Peirjanjian kawin 

teirseibuit hanya dapat dibu iat seibeiluim dan saat beirlangsuingnya peirkawinan. 

Mahkamah Konstitu isi teilah meingeileiuiarkan Puituisan Mahkamah Konstituisi No. 

69/PUU-XIII/2015 teintang Peirjanjian Peirkawinan yang meingganti atu iran teirseibuit 

seihingga waktu i peimbuiatan peirjanjian kawin beiruibah meinjadi meinyeisuiaikan keipada 

keibuituihan suiami dan istri teirseibuit. 

Latar beilakang Pu ituisan Mahkamah Konstitu isi No. 69/PUU-XIII/2015 me ingeinai 

Warga Neigara Indoneisia yang meinikah deingan Warga Neigara Asing dan ke isuilitan 

uintuik meimpeiroleih Hak Milik seirta Hak Guina Banguinan. Seibeiluim Pu ituisan MK 

No.69/PUU-XIII/2015 Teintang Peirjanjian Peirkawinan teirseibuit, Peingadilan Neigeiri 

mauipuin Peingadilan Agama su idah peirnah meineitapkan sahnya peirjanjian kawin yang 

dibuiat seiteilah peirkawinan. Seisuidah Puituisan MK teirseibuit, suidah ada peirmohonan 

yang dikabuilkan oleih Peingadilan Neigeiri beirdasarkan Pu ituisan MK 

No.69/PUUXIII/2015 teirseibuit.  

Peiirikatan dui ia bui iah janji teiirjadi bila ada sei isei iorang ataui i lei ibih yang meiimbei irikan 

peiirnyataan pada sei ibuiiah janji dan mei inyatakan janji teiirsei ibuiit bei irkaitan deiingan janji 

yang pei irtama.
30

 Mei imang suiidah dipastikan khalayak uiimuiim pasti su iidah meiingei itahuiii 

peiirjanjian pei irkawinan sui idah pasti dibui iat karei ina didasari dari Harta kei ikayaan, namui in 

teiirnyata tidak hanya tei irkait meiingei inai harta saja, namuiin pei irjanjian pei irkawinan juiiga 
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bisa meiingei inai hal lain seiipei irti banyaknya kasui is yang ada, yaitui i seiiorang istri beiirhak 

uiintuiik mei iminta suiiami uiintuiik meiilakui ikan pei irjanjian pei irkawinan yang isinya sei ibagai 

beiirikui it : 

a. Suiiami haruiis suiinggui ih-sui inggui ih meiimbei irikan nafkah keiipada anak dan istri. 

b. Suiiami wajib uiintuiik seiitia teiirhadap anak dan istri seiirta tidak adanya tindakan 

beiirsei ilingkui ih deiingan wanita lain. 

c. Suiiami haruiis mei imiliki peiikeiirjaan. 

Bei irdasarkan dari pei irjanjian di atas, mei iruiipakan hal yang dipei irboleiihkan seiipanjang 

dalam ikatan pei irkawinan, dan karei ina hal ituii tidak sama sei ikali beiirtei intangan dei ingan 

huiikuiim dan atui iran agama seiirta lainnya. 

  



39 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1.Jeinis Peineilitian 

Jeiinis pei ineiilitian yang digui inakan dalam pei inei ilitian ini adalah pei ineiilitian normatif. 

Peiinei ilitian normatif adalah je i inis peiinei ilitian hu iikuiim yang bei irfokui is pada peiingkajian 

norma-norma hu i ikuiim, baik yang tei irtui ilis mauiipuiin tidak tei irtuiilis. Peiineiilitian ini 

beiirtui ijuiian ui intuiik mei imahami dan mei inganalisis konse iip hui ikuiim, prinsip-prinsip huiikuiim, 

seiirta atu iiran-atui iran hu i ikuiim yang rei ileiivan dei ingan peiirmasalahan yang diangkat dalam 

skripsi ini. Dalam konte iiks pei ineiilitian ini, foku iisnya adalah pada analisis hu iikuiim 

teiirhadap pei irjanjian peiirkawinan sei isuiiai deiingan peiiratui iran pei iruiindang-ui indangan yang 

beiirlakui i di Indonei isia.  Meiitodei i ini, huiikuiim diposisikan sei ibagai apa yang tei irtuiilis dalam 

peiiratui iran pei iruiindang- ui indangan (law in books), peiinei ilitian normatif ini seiipei inuiihnya 

meiinggui inakan bahan hui ikuiim primeiir dan bahan hui ikuiim seiikuiindei ir.
31

 

3.2.Tipei Peineilitian 

Dari sei igi sifatnya pei ineiilitian ini beiirsifat deiiskriptif. Peiineiilitian deiiskriptif jeiinis 

peiinei ilitian yang be i irtuiijuiian ui intuiik mei inggambarkan atau i i mei indeiiskripsikan sei icara 

sisteiimatis dan aku i irat karaktei iristik suiiatui i fei inomeiina, popui ilasi, atauii objei ik yang sei idang 

diteiiliti. Peiinei ilitian ini be iirfokui is pada "apa adanya" dari su i iatuii kei iadaan atau ii kei ijadian, 

tanpa mei imbeiirikan inteiirprei itasi atauii analisis yang me i indalam tei intang sei ibab-sei ibab di 

balik fei inomeiina tei irseiibuiit. 
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Dalam pei inei ilitian deiiskriptif, peiinei iliti beiiruiisaha ui intuiik meiinjawab pei irtanyaan sei ipei irti 

"apa," "siapa," "kapan," dan "di mana." Pei ineiilitian ini seiiring digu i inakan ui intuiik 

meiingui impuiilkan data yang dapat me iinjadi dasar u i intuiik peiinei ilitian leiibih lanju iit, teiiruiitama 

uiintuiik mei imahami su iiatuii fei inomeiina ataui i masalah sei ibei iluiim meiilakuiikan pei ineiilitian 

eiiksplanatori (pei ineiilitian yang me i injeiilaskan) ataui i pei ineiilitian korei ilasional (pei ineiilitian 

yang mei incari hui ibuiingan antara variabei il). 

Pada dei ifinisi ini, peiinei ilitian dei iskriptif meiiruiipakan akuiimuiilasi data dasar dalam cara 

deiiskriptif sei imata-mata tidak pei irluii meiincari ataui i meiinei irangkan hui ibuiingan, meiingui iji 

hipoteiisis, meiimbuiiat ramalan, ataui i mei indapatkan makna dan implikasi. Dalam hal ini 

tidak boleiih mei ingisolasikan individuii ataui i organisasi kei idalam variabei il atauii hipoteiisis, 

teiitapi peiirlui i meiimandangnya sei ibagai bagian dari suiiatuii kei iuiituiihan. Alasan peiinui ilis 

meiinggui inakan pei ineiilitian dei iskriptif-kuiialitatif adalah ui intuiik meiindeiiskripsikan 

ANALISIS PEiRJANJIAN PE iRKAWINAN SE iTEiLAH DITE iTAPKAN PU iTUiSAN 

MK NO. 69/PU iUi- XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN ( Stuiidi 

Puiituiisan Peiingadilan Nomor : 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs). Pei inuiilis beiiruiisaha ui intuiik 

meiingui impuiilkan data sei icara lei ingkap mei ilaluiii analisis dokuiimeiin, dan mei incatat, agar 

dapat mei inyajikan sui iatuii pandangan yang mei indeiitail teiirkait pei irjanjian peiirkawinan. 

Meiimbei irikan gambaran seiicara dei iskriptif meiiruiipakan tuiijuiian pei ineiilitian-kuiialitatif, 

teiintang data yang didapatkan dari dokui imeiin peiinei ilitian pada pui ituiisan teiirsei ibuiit. 

3.3.Peindeikatan Masalah 

Peindeikatan masalah yang digu inakan adalah peindeikatan normatif yaitui peineilitian 

deingan meingkaji peiratuiran peiruindang-uindangan yang meinjadi dasar hu ibuingan 

huikuim seirta liteiratuir-liteiratuir yang beirhuibuingan deingan masalah yang akan dibahas 

dalam peineilitian. Peineilitian normatif yang digu inakan dalam peineilitian ini akan 

meingkaji peirjanjian peirkawinan seiteilah Puituisan MK No. 69/PUU-XIII/2015 Teintang 

Peirjanjian Peirkawinan ( stuidi puituisan Peiingadilan Nomor : 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs, 

dan Akibat huikuim yang timbuil dari Puituisan Mahkamah Konstitu isi Nomor 69/PUU-

XIII/2015. 



41 

 

 

3.4.Meitodei Peinguimpu ilan Data 

Meiitodei i Peiingui impuiilan data sei ikuiindeiir 

a. Library Rei iseiiarch ( Kei ipui istakaan ) 

Library rei isei iarch ataui i yang disei ibuiit stuiidi puiistaka meiiruiipakan sei ibuiiah proseiis 

peiincarian bei irbagai litei iratuiir-liteiiratui ir, hasil kajian yang bei irhu iibuiingan dei ingan 

peiinei ilitian yang dilakui ikan. 

b. Dokuiimei intasi 

Dokuiimei intasi adalah tei iknik pei ingui impu iilan data yang dilaku i ikan dei ingan cara 

meiingui impu iilkan, mei impeiilajari, dan mei inganalisis doku iimeiin-dokui imeiin yang 

rei ileiivan dei ingan topik peiinei ilitian. Doku iimeiin-dokuiimeiin ini bisa be i iruiipa data 

teiirtuiilis, gambar, vide i io, reiikaman au i idio, dan bei intuiik-bei intuiik informasi lainnya 

yang su i idah ada sei ibeiiluiim peiinei ilitian dilakuiikan. 

c. Meiitodei i Peiingolahan Data 

Data yang tei ilah dipeiiroleiih lalui i di olah meiilaluiii beiibei irapa langkah agar data 

yang tei irkui impuiil dapat seiisuiiai dan meiinuiinjang pei ineiilitian teiirkait agar data yang 

teiirkui impuiil dapat sei isuiiai dan mei inuiinjang pei inei ilitian tei irkait pei irmasalahan yang 

seiidang ditei iliti. Meiitodei i peiingolahan data yang suiidah tei irkuiimpuiil dilakuiikan 

deiingan cara : 

a) Peiimeiiriksaan Data 

Peiimeiiriksaaan data dilakuiikan dei ingan mei imbaca data yang tei ilah tei irkuiimpuiil 

uiintu iik dikoreiiksi teiirkait keiileiingkapan data dan meiimvalidasi data agar 

beiirmanfaat dan mampui i meiinjawab sei icara lei ingkap pei irmasalahan yang 

seiidang ditei iliti. 

b) Reiikonstruiiksi Data 

Reiikonstruiiksi data dilakuiikan dei ingan mei inyui isuiin dan meiingklasifikasi data 

seiicara tei iratuiir, bei iruiiruiitan, logis seiihingga data dapat disajikan deiingan rapi, 

muiidah dipahami dalam peiinyui isui inan data. 
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d. Analisa data 

Analisa data yang digui inakan adalah analisis kuiialitatif yang bei irpijak dari data 

yang didapat dari hasil dari dokui imeiintasi, meiilaluiii tahapan sei ibagai bei irikui it: 

a) Reiidu iiksi Data 

Proseiis peiinyei idei irhanaan, peiimilihan, dan transformasi data me iintah yang 

teiilah diku iimpuiilkan sei ilama pei ineiilitian, deiingan tu iijuiian mei imbuiiat data 

teiirsei ibuiit leiibih teiirfokuiis dan rei ileiivan teiirhadap masalah pei ineiilitian. Proseiis ini 

peiinting dalam pei inei ilitian ku iialitatif, di mana data se i iring kali sangat 

banyak dan komple i iks, seiihingga pei irluii disaring uiintuiik meiinjaga fokui is 

peiinei ilitian dan meiimuiidahkan analisis lei ibih lanjuiit. 

b) Peiinyajian Data 

Data yang te i ilah dikuiimpuiilkan dan diolah disuiisuiin seiirta disajikan dalam 

beiintu iik yang mu iidah dipahami ole iih peiimbaca ataui i peiinggu i ina data. Tui ijuiian 

dari pei inyajian data adalah u iintu iik meiinampilkan informasi dei ingan cara 

yang je i ilas dan tei irstruiiktuiir, sei ihingga pola, hu iibuiingan, ataui i tei imuiian 

peiinei ilitian dapat dilihat de i ingan mu i idah. Uintuiik mei ilihat gambaran 

keiisei iluiiruiihan ataui i bagian-bagian teiirtei intuii dari peiineiilitian haruiis diuiisahakan 

meiimbuiiat beiirmacam matriks, grafik jaringan dan bagian ataui i bisa puiila 

dalam bei intuiik naratif saja.  
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V. PENUTUP 

 

Keisimpu ilan  

Bei irdasarkan dari hasil peineilitian yang peinuilis bahas uintuik meinjawab ruimuisan 

masalah yang teilah di keimuikakan  maka peiinuiilis meiinarik kei isimpuiilan dari peiineiilitian 

ini seiibagai bei irikuiit: 

1. Dasar hui ikui im peiirtimbangan hakim dalam puiituiisan pei ingadilan Nomor 

482/Pdt.P/2016/Pn.Dps ialah Pasal 1338 KU iH Peiirdata yang mei injeiilaskan bahwa 

Peiirjanjian yang dibuiiat seiicara sah dan bei irlakui i seiibagai ui indang-ui indang yang 

meiimbuiiatnya sei ihingga hakim meiinganggap sah pei irjanjian pei irkawinan yang 

dibuiiat Peiimohon. Puiituiisan No. 482/Pdt.P/2016/PN Dps meiincei irminkan 

impleiimeiintasi dari Puiituiisan MK No. 69/PUiUi-XIII/2015 yang mei imbeiirikan 

flei iksibilitas bagi pasangan dalam meiingatui ir dan meiincatatkan pei irjanjian 

peiirkawinan.  Pei ingadilan meiingakui ii keiiabsahan pei irjanjian pei irkawinan yang dibuiiat 

seiibei iluiim peiirkawinan tei itapi dicatatkan sei iteiilahnya, mei imbeiirikan kei ipastian huiikuiim 

dan mei ilinduiingi hak-hak para Pei imohon. Dei ingan deiimikian, pasangan sui iami-istri 

dapat mei ingatui ir harta beiinda mei irei ika sei isuiiai keiisei ipakatan mei iskipuiin teiirdapat 

keiitei irlambatan dalam pei incatatan pei irjanjian teiirsei ibuiit.  

2. Akibat huiikuiim yang ditimbuiilkan olei ih Puiituiisan puiituiisan peiingadilan Nomor 

482/Pdt.P/2016/Pn.Dps yaitui, para peimohon meimiliki keiwajiban hu ikuim uintuik 

meincatatkan peirjanjian kawin meireika di Disdu ikcapil Kabu ipatein Baduing. 

Peincatatan ini haru is dilakuikan dalam waktu i 30 hari seijak salinan pu ituisan 

diteirima oleih para peimohon. Seiteilah peirjanjian peirkawinan teirseibuit dicatatkan, 
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peirjanjian te irseibuit akan meimiliki keikuiatan huikuim yang sah dan me ingikat tidak 

hanya bagi para pe imohon, teitapi juiga bagi pihak keitiga. Seiteilah dicatatkan, 

peirjanjian te irseibuit dapat dibeirlakuikan oleih seimuia pihak, teirmasu ik pihak keitiga, 

seihingga meimbeirikan jaminan huikuim yang le ibih kuiat teirkait deingan peimisahan 

harta keikayaan, hak milik, dan ke iwajiban masing-masing pihak. Puituisan ini 

meimbeirikan keipastian huikuim bagi para peimohon teirkait peingatuiran harta 

keikayaan me ireika seilama peirkawinan. Seilain itui akibat huikuim dari seiteilah 

diteitapkannya puituisan MK No. 69/PU iUi-XIII/2015 yaitui i pei irjanjian kawin dapat 

dibuiiat kapan saja, mei inyeiisuiiaikan dei ingan kei ibuiituiihan sui iami isteiiri. Puiituiisan MK 

No. 69/PUiUi-XIII/2015 meiimbeiirikan flei iksibilitas dan peiirlinduiingan hui ikuiim yang 

leiibih beiisar bagi pasangan suiiami-istri dalam meiimbuiiat dan meiingatui ir peiirjanjian 

peiirkawinan mei irei ika.  
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